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PENDAHULUAN

|.1 Latar Belakang

“You can not have a democracy unless the people have an independent source of quality
information on which they can make and form decision “ (Bill Kovach-Investigative

Reporting Workshop, interviewed by Charles Lewis, 2012)

Minggu, 6 Maret 2011 Jepang diguncang skanda politik. Seiji M aehara,
mengundurkan diri dari posisinya sebaga Menteri Luar Negeri Jepang la
mengundurkan diri karena diketahui menerima donasi politik ilegd dari seorang
warga negara Kores (Kompas, 8/3/2011). M aehara mengakui menerima sumbangan
dana politik sebesar 250.000 yen (sekitar Rp 27 juta) daam beberagpatahun terakhir.
Di bawah kepemimpinan perdana menteri Naoto Kan dari Partai Demokrat Jepang
yang sudah terlanjur tidak populer, skanda ini semakin mendelegtimasi otoritas
pemerintah di mata raky at.

Di Indonesia, catatan Direktorat Jendera Pemasyarakatan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi M anusia hingga 2012 menunjukkan bahwa jumlah penghuni
lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan karena kasus korupsi berkisar 2.510
orang, dari tota hunian 147.276 orang (Kompas, 1/10/2012). Lebih memprihatinkan
ketike publik dipaksa menyaksikan usahe-usaha masif untuk menyunat kekuatan
komisi anti rasuah Indonesia, KPK, lewat usaha revisi UU KPK no 30 tahun 2002,

dan krimindisasi saah satu penyidik.



Lain pihak, Azyumardi Azra mencoba mengandisis transisi demokrasi di
Timur Tengah dan Afrika Utara, yang populer dengan istilah the Arab Spring. Lewat
teori jebakan demokrasi, menurutny a masa depan transisi jauh dari selesa di negare-
negara ini (Kompas, 10/3/2012). Demokrasi yang seharusnya memberi ruang bag
masing-masing locus masyarakat untuk berpartisipasi dan beraktudisasi, ternyata
hanya membawa rakyat ke ddam suatu kepemimpinan kolektif tunggal yang baru.
Dadam negare-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, demokrasi hanya
memberikan peuang bag pata-parta Islam (moderat dan Salafi) untuk merebut
kekuasaan meldui pemilu demokratis. Dengan kerangka demokrasi, dan memenang
pemilu-seperti terlinat di Tunisia dan M esir-partai-parta Islam dapat menergpkan
agenda dan progam ideologs mereka sendiri, khususnya adopsi pemberlakuan
syariah dalam konstitusi. Suatu manifestasi tirani mayortias dan represi terhadap
minoritas.

Dadam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, pendeegasian
kewenangan dan pemisahan kekuasaan merupakan syarat mutlak. Sering mengacu
pada filosofi trias politica M ontesgieu, demokrasi adaah antitesis dari sistem
otoritarian dengan pemegang kekuasaan tunggal dan sentraistis. Pada keny ataanny a,
sistem ini memungkinkan lahirnya banyak cdah yang terkadang berkelindan dan
laten, untuk kemudian mengkhianati takhtatertingg di tangan rakyat itu sendiri.

Kasus Jepang, Indonesia, dan Timur Tengah menunjukkan bahwa seberapa
pun sempurnanya suatu sistem demokrasi, tetap sga ada celah yang coba untuk
diterobos. Gratifikasi, mahanya biaya politik, lemahnya akuntabilitas publik,
korupsi, dan permasdahan di titik legal formel pemerintahan lainnya hanydah
sekelumit "noda demokrasi”. Pada titik inilah supremasi masing-masing pilar

penyangge tiang demokrasi dipertanyakan. Usaha intrusi dilakukan secara



berjamaah. Eksekutif, legsatif, dan yudikatif seolah berkeindan mengkhianati
kepercayaan rakyat. Daam kulminasi, lahir dan disebut-sebutlah pers, sebaga pilar
keempat sekdigus panaseabahwa demokrasi masih memiliki harapan.

Ketika diminta memilih dan menegaskan pentingnya peran pers daam sistem
sosid politik suatu negara, Thomas Jefferson daam suratnya bertanggd 16 Januari
1787, kepada K olond Edward Carrington, berujar:

Were it et to me to decide whether we should have a government
without newspapers, or newspapers without a government. | shouldn’ t
hesitate amoment to prefer the later (Shapiro, 1987:57)

Pers menjadi satu-satunya ruang fisik dan imginer, tempat aspirasi warga
tercurah, dan sebaiknya kebijakan pemerintah dan kinerja negara terefleksikan.
Didektika antara sistem (negara dan kapita) serta solidaritas sosia (masy arakat
sipil) menjadi sebuah keharusan. Karena pers, menjadi salah satu jaminan utama
terwujudny a demokrasi radika dalam sebuah negara hukum.

Freedom House, lembaga independen non profit yang mengkgi proses
demokratisasi Negare-negara di seluruh dunia, dan menelurkan indeks demokrasi,
sedlau memasukkan kebebasan pers (press freedom) sebagal sdah satu parameter dan
unit andisis. Logka sederhanany a adaah, proyeksi demokrasi di sebuah negara akan
berjalan bailk dengan dukungan yang konstan terhadap kebebasan pers. Indonesia,
yang sddu disanjung sebaga prototipe “negara Islam” demokratis terbesar dan
dijadikan patron bag transisi demokrasi negare-negara Arab, kenyataannya belum
mampu memberikan perbandingan linear bag kebebasan pers. Committee to Protect

Journalist mengkategorikan Indonesia sebaga “negara pding mematikan”™ bag



jurndis urutan ke 13'. Dengan perkirasan bahwa 75% wartawan yang bertuges
meliput  kasus-kasus  korupsi, dipastikan mengdami  kekerasan  fisik

(http://cpj.org/2012/02/attacks-on-the-press-in-2011-indonesiaphp diakses tanggd

14/10/2012, pukul 22.43) Indonesia menjadi negara paling mematikan kedua di Asia
Tenggara bag para jurndis. Sementara itu Freedom House mendudukkan Indonesia
ddam peringkat ke 71 di antara 194 negara untuk kategori kebebasan pers ? Skor 61
ke aas menunjukkan bahwa negara yang bersangkutan masih belum bisa menjamin
kebebasan pers.

Masih mengutip Committee to Protect Journalist-pers yang bebas adalah
jaminan terselenggaranya peneguhan hak-hak sipil, dan penghormatan terhadap

HAM . Keduanyakrusid dalam sistem demokrasi.

Bahaya Sentimen Nasionalis dan Paradoks Pengetahuan
Pendlitian terhadap kebebasan pers dan proses demokratisasi menarik dan

rdevan bag kasus Indonesia M eskipun demokrasi dan liberadisme Barat kini mulai

! Deadliest Countries in 2012 : Syria, Somalia, Pakistan, Brazil, Nigeria, Cambodia, India, Tanzania,
Thailand, Bahrain, Lebanon, Bangladesh, Indonesia, Ecuador http://cpj.org/killed/2012/ (diakses
tanggal 14/10/2012, pukul 22.30). Data ini cukup mengejutkan, mengingat posisi Indonesia berada
jauh di bawah Meksiko (yang marak dengan berita represi terhadap jurnalis yang memberitakan
kasus kartel narkoba) maupun negara- negara dalam transisi demokrasi Arab lainnya. Sehingga
ungkapan menjadikan Indonesia sebagai patron dirasa kurang tepat.

Committee to Protect Journalist (CPJ) sendiri adalah organisasi nirlaba, didirikan pada 1981 dan
berbasis di New York. Fokus pada usaha menyuarakan kebebasan pers. riset, dan bantuan advokasi
hukum bagi jurnalis yang menerima represi akibat pemberitaannya. Selain itu CPJ juga aktif
memberikan pendidikan dan beasiswa jurnalistik.

? http://www.worldaudit.org/press.htm (diakses tanggal 14/10/2012 pukul 20.55). Freedom House
mengukur indeks kebebasan pers berdasarkan tiga indikator. Legal environment (hukum, konstitusi,
dan regulasi), politic environment (triangulasi negara, pasar, media dan pengaruhnya terhadap pers
yang bebas) dan economic environment (ownership, extra media, dan pengaruhnya terhadap
independensi). Selain kebebasan pers, indeks demokrasi mereka telurkan pula dari parameter
political rights, civil liberties, dan corruption. Parameter ini nantinya akan diadaptasi sebagai unit
analisis untuk mengukur derajat “coverage” terhadap proses demokratisasi, ditambah dengan
indikator yang diderivasikan dari pemikiran lainnya seputar demokrasi (lihat Kerangka Teori dan sub
bab definisi operasional).




ditergpkan di banyak negara, termasuk Indonesia, proses konsolidasi ke daam
nasion-nasion yang plurd bukanlah tanpa masaah.

Fareed Zakaria, menditi bahwa bentuk pemerintahan demokratis sedang
menjadi tren di dunia internasiona. Sekitar 62% negara di dunia mengklaim dirinya
sebagal negara demokratis dan berbaga negara di dunia masih terus mengupay akan
diri agar diakui sebagai negara yang menganut sistem demokrasi (Zakarie, 2003: 13).
Senada, Jurgen Habermas meny erukan bahwa demokrasi radikal adalah jadan sintesa
satu-satunya bag liberdisme dan komunitarianisme. Termasuk pula satu-satunya
jdan dternatif mendamaikan dominasi pasar dan kekuasaan hegemonik (Hardiman,
2009 : 257).

Meski demikian, transisi demokrasi dan proses konsolidasi diidentifikasi
sering berbuah konflik daripada perdamaian. Mansfidd dan Shyder (daam
Widjganto, dkk : 2007: 75) memperingatkan bahwa proses demokratisasi di negara
yang memiliki legtimasi vertikal cenderung rendah, seperti di Indonesia akan diikuti
oleh peebaran spektrum politik, kemunculan kepentingan sesaat yang dapat
dinegosiasikan di kaangan elit, kompetisi untuk mendapat dukungan massa seluas-
luasnya, dan melemahnya otoritas politik pusat. Keempat dampak proses
demokratisasi ini cenderung akan membawa masyaraka ke arah konflik horizonta
terutama karena institusi politik yang ada tidak dapat mengantisipasi ledakan
partisipasi politik yang begtu besar.

Dadam bukunya yang lain, Jack Snyder menegaskan bahwa konflik yang
ravan terjadi ddam proses demokratisasi, akan semakin parah tatkala sentimen
nasiondis dilibatkan (Shyder, 2000: 11-28). Shyder mengidentifikasikan nasion atau
bangsa tidak sekedar sebaga ethnic group. Lebih jauh dengan distingsi yang dimiliki

masing-masing nasion tersebut, dikehendaki sebuah pemerintahan yang otonom dan



berpihak bag kelompok (aspire to sdf-rule). Dengan demokratisasi, dimana masing-
masing nasion diberi ruang kontestasi secaraterbuka, partisipasi politik secara aktif,
dan keran kebebasan pers yang terbuka lebar, sentimen nasionadisme mudah
tersulut®.

Demokratisasi dapat menggring sentimen nasiondisme ke arah konflik
terbuka jika ditemukan dua hal. Pertama, aspek historis friksi antara masing-masing
nasion yang telah mengakar sgak sebelum proses transisi demokrasi, kedua, jika
elite dan propagandis menggunakan nasiondisme dan politik identitas demi
kepentingan pragmatis. Daam demokrasi setengah-setengah €it sering bisa
memanfaatkan kedudukan mereka daam pemerintahan, perekonomian, dan media
massa untuk mengobarkan nasiondisme, dan dengan demikian menentukan agenda
wacana umum. Konflik nasiondis muncul sebaga hasil samping upaya €ite
membujuk rakyat menerima gagasan gagasan nasiondisme yang sarat sentimen
perpecahan (Sny der, 2000 : 12).

Demokrasi yang terkonsolidasi memang terbukti mengurang potensi konflik
SARA, tetapi langkah awad transisi menuju demokrasi yang terja meningkatkan
konflik sgenis, khususnya di negare-negara baru. Meski demikian segda
kompleksitas demokratisasi sering terlupa untuk diberitakan oleh media M edia
sering terjebak dalam paradoksa hegemonia yang terbentuk oleh tarik ulur dua
kekuatan sistem yang membentuk media, politik kekuasaan dan ekonomi-politik
pasar (Piliang, 2005: 213-214).

Di bawah hegemoni politik kekuasaan, media dikuasa oleh politik informasi

maupun politisasi informasi, yang menjadikan informasi sebaga da kekuasaan

® Ada beberapa bentuk Sentimen Nasionalis. Yakni Sentimen Nasionalis Sipil, Sentimen Nasionalis
SARA, Sentimen Nasionalis Revolusioner, dan Sentimen Nasionalis Kontra Revolusioner. Sentimen
Nasionalisme akan dipinjam sebagai salah satu dimensi unit analisis yang akan melihat sebrapa jauh
dan dalam coverage pers terhadap proses demokratisasi (lihat sub bab metodologi).



politik, media menjelma menjadi perpanjangan tangan penguasa, dan menguasa
ruang publik (contoh Pers Indonesia era Orde Baru). Di lain pihak, di bawah
kekuasaan ekonomi-politik pasar dan modd, informasi dijadikan sebaga aat untuk
meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengeksploitas publik, sebagai
sdah satu prinsip dasar kapitdisme (contoh News of The World, di bawah
kekuasaan Rupert M urdoch yang menghdakan segda cara, termasuk penyadapan,
demi meraup keuntungan).

Produk pemberitaan terkungkung dadam paradoks pengetahuan yang
dihasilkan : objektivitas/subjektivitas, kebenaran/kepasuan, reditas/simulakra,
faktalrekayasa, transparansi/kekaburan, kegujuran/kepasuan, keadilan/keberpihakan
(Piliang, 2005: 215). Berbaga paradoks pengetahuan ini muncul ketika media
menjadi bagan dari sebuah sistem ideolog (ekonomi atau kekuasaan politik) dan
sistem kekuasaan, yang sangat menentukan aah perkembangan dengan
mengabaikan kepentingan publik yanglebih luas.

Meski demikian, khusus untuk pemberitaan mengena transisi dan
konsolidasi demokrasi, dalam sebuah sistem pers yang bebas dan independen
sekaipun, paradoks pengetahuan masih mungkin terjadi. Paradoks informasi terjadi
ddam kecenderungan  konvensionditas/pelanggengan mainstream  (dimana
pemberitaan mengenai demokratisasi memandang demokrasi itu sendiri sekedar
sebaga sistem politik dengan segda manifes legd-formanya) dan holistik/ progresif
(memandang demokrasi tak sekedar sebaga sistem politik, meankan juga sistem
sosid dengan segda kompleksitas kebebasan, kesetaraan, dan civil society).

Pers yang cenderung memilih proses konvensiona daam memberitakan
proses demokratisasi, berarti menisbikan hakikat demokrasi itu sendiri. Sdain itu ia

tidak bisa secara komprehensif, untuk tidak menyebutnya gagd, menunaikan tuges



sebagal ruang publik. Karena kemaslahatan dan kesgahteraan publik, daam sistem
demokrasi, tidak hanya ditentukan oleh pemilihan umum yang luber jurdil, sistem
multipartai, diversifikasi kekuasaan, dan sebaganye. Sebdiknya, pers harus
berangkat dari aka dan hakikat lahirnya demokrasi itu sendiri, hasrat akan

kebebasan.

Kompas Sebagai Yang Pertama

Surat kabar harian Kompas, merupakan sdah satu produk pers dari emperium
media Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Di bawah naungan grup mediaterbesar
kedua setdah Grup Jawa Pos, SKH Kompas memiliki oplah terbesar, dengan
distribusi hampir di seduruh penjuru Indonesic (Kdler, 2009: 43). Semenjak
berdirinya di tahun 1965, Kompas tdah berkembang menjadi surat kabar yang
matang. Dengan jumlah hdaman per harinya mencapa lebih dari 35 halaman,
banyak ruang memungkinkan untuk eksplorasi dan eaborasi lanjut. Ha ini nampak
dengan inovasi Kompas daam menurunkan artike-artikel in-depth secara berkala
Seperti Jgak Pendapat Kompas yang hadir tigp Senin, Jejak Nasionalisme, Ekspedisi
Cincin Api, hingga rubrik Konsolidasi Demokrasi di Daerah-Daerah yang menjadi
obyek daam penditianini.

Konsolidasi Demokrasi di Daerah-Dagrah addah rubrik suplementasi di
delam haaman Politik & Hukum (2-5) yang mengupas proses demokratisasi di
daerah-daerah. Rubrik ini hadir setigp bulan, dengan aokasi satu provinsi baru per
bulannya Liputan untuk setigp provinsi biasanya akan terbag dalam 6-8 tulisan.
Sehingga proses eskplanasi konsolidasi demokrasi ddam satu provinsi  akan

berlangsung daam 6-8 edisi harian SKH Kompas. Rubrik ini dimulai sgak tanggd



28 Januari 2001, dimula dengan elaborasi proses konsolidasi demokrasi di provinsi
JawaBarat, dan masih berlanjut hingga tulisan ini disusun.

Rubrik ini menarik karena diturunkan oleh Kompas, y ang notabene salah satu
media terbesar di Indonesia Kompas adalah yang pertama dan hingga tulisan ini
diturunkan menjadi satu-satunya media yang mau memula untuk secara
komprehensif dan holistik menganalisis proses demokratisasi di daerah-daerah di
seluruh Indonesia. Produk lain yang sgenis mungkin dapat ditemukan di M etro Tv
lewat program “ Genta Demokrasi”. Namun Genta Demokrasi terlalu luas dan umum
membahas isu politik. la tidak secara spesifik berfokus pada usaha melihat proses
demokratisasi di Indonesig, seperti gpayang dilakukan oleh Kompas.

Sdain itu, senada dengan paparan sebelumnya, penditian ini berangkat dari
kegdisahan. Apakah media sekdlas Kompas juga akan terjebak dalam paradoks
pengetahuan, yang membatasi eaborasi demokrasi sebatas pada politik legd-formd,
sementara aspek-aspek penting yang harus dipelihara dan dikembangkan daam
proses demokrasi, justru luput dari perhatian?

Daam narasi pengantar, redaksi menulis seperti ini:

"Indonesia makin memperkuat pila-pilar demokrasi. Sdah satu poin
penting addah membangun pdembagaan sistem politik yang makin
demokratis. Hd itu tercermin pada penataan pembagian kekuasaan yang
memungkinkan “check and bdance’, pdembagaan sistem kepataan,
improvisasi sitem pemilu, hingga penataan relasi antara pemerintah pusat
dan dagrah. Ddam konteks itu proses demokratisasi merupakan proses yang
bdum sdesa. Ddam praktiknya, muncul sgumlah persodan, termasuk
karut marut atau efek demokrasi yang kurang konstruktif. ”

Narasi pengantar yang muncul ddam edisi pertama rubrik konsolidasi

demokrasi di daerah, yang diawadi oleh provinsi Jawa Berat ini, seolah menyiratkan



bahwa ddam memperkuat pilar-pilar demokrasi, pelembagaan sistem politik
merupakan ha yang utama. Namun Kompas tak boleh dpa bahwa dadam
memperkuat pilar demokrasi, pdembagean masyarakat madani, kesgahteraan,
kebebasan dan persamaan, juga turut ambil andil daam menjamin kesempurnaan
sebuah sistem demokrasi. Ha itu ingn cobasayakagi lewat penditian ini.

Say a merasa bahwa penditian ini akan mampu mengembangkan diskusi yang
menarik di masa yang akan datang. Topik demokrasi dan demokratisasi telah cukup
memiliki basis ruang diksusi yang mapan di Indonesia, namun daam praktik
bermedia, belum banyak penditian yang mengkaitkan fenomena ini dengan hak dan
tanggung jawab yang diemban media sebaga the fourth estate. Lebih jauh lag,
kgian ini akan meminjam banyak pemikiran. M ula dari Jurgen Habermas, Isaiah
Berlin, Fareed Zakaria, Alexis de Tocqueville, Ronad Takaki, hingga tokoh klasik
kgian media macan Reese & Shoemaker, Denis M cQuall, dan Noam Chomsky.
Bukan bermaksud untuk memaksakan pencampur adukan pemikiran, namun justru
karakteristik distingtif tersebut memperkaya argumentasi dadam memandang

diskursus demokrasi dan pers yang sangat luas.

|.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kecenderungan pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas
daam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia®

2. Apakah kecenderungan pemberitaan demikian sudah merepresentasikan
peran pers sebaga the fourth estate dalam mengawa proses demokratisasi secara

idedl?

10



|.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kecenderungan pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas
ddam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

2. M enila idedlisasi pemberitaan terhadap proses demokratisasi, berdasarkan

peren pers sebaga the fourth estate daam sistem demokrasi.

|.4 Kerangka Teori

Pendlitian ini akan mengacu pada tiga kerangka teori utama Indikator
Demokrasi (hasil telash dari indikator demokrasi Freedom House dan World Audit
Democracy) akan digunakan untuk menurunkan indikator-indikator yang penting
dilihat ddam proses konsolidasi demokrasi. Begtu pula halnya dengan kerangka
teori Sentimen Nasionalisme Shyderian dan Konflik Demokratisasi, yang memberi
perspektif baru dalam melihat cakupan proses konsolidasi demokrasi.

Keduanya berperan tentu sga untuk melihat kecenderungan pemberitaan
yang dilakukan oleh Kompas untuk isu-isu demokratisasi.

Kerangka teori terakhir adalah Produksi Pesan dan Diskursus Praktis
Habermasian, berguna untuk menyusun argumentasi penditi ddam meiha
idedlisasi pers sebaga ruang publik daam sistem demokrasi deiberatif, khususnya

ddam memberitakan proses konsolidasi demokrasi.

|.4.1 I ndikator Demokrag

Dewasa ini, bebergpa dasawvarsa satdah "demokrasi liberd” dinyatakan sebaga
pemenang di akhir sgaah-sadah rezim-rezim yang menyebut diri “ demokrasi

rekya” aas nama sosidisme runtuh-orang memang makin merasatepuk tangan itu
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terldu cepat. Makin terasa ada pintu yang tertutup. Ada suars-suara yang jadi
terasing, atau tak diakui, atau tak diperhitungkan. Jurang antara "wakil” dan yang
“diwakili” terasa membentang. Representasi hanya membentuk sebuah kerowak.

Pintu itu harus dijebol. (Goenawan Mohamad-Cataan Pinggir)

Ddam penditian ini istilah-istilah demokrasi dan demokratisasi dipaka
bergantian. Pengertian demokrasi di sini, yang diderivasikan dari pemikiran-
pemikiran banyak tokoh yang mengnspirasi penditian ini, addah pengertian
demokrasi yang radika. Yang tidak hanya memandang demokrasi sekedar sebagai
sy stem keterwakilan politik.

Henry B. Mayo menuliskan bahwa demokrasi addah sistem kehidupan,
sekumpulan kepercayaan, yang mana masyarakat sding berbag nila-nila. Nila-
nila tersebut adalah proses penyeesaian konflik secara dama dan institusiond,
perubahan yang dama daam masyarakat yang dinamis, pemilihan pemimpin secara
berkda, minimdisasi paksaan ddam segda bideng, keberagaman, dan keadilan
relative (Budiarjo, 2008 : 37).

Sementara itu democracy journa.org menunjukkan bahwa sy stem demokrasi
seharusnya menjamin sistem politik untuk memilih dan mengganti pemerintah lewat
pemilu yang adil dan bebas, partisipasi aktif dari masyarakat sebaga warga Negara
ddam kehidupan politik maupun kemasyarakatan, perlindungan terhadap hak-hak
asasi warga Negara, serta supremasi hukum-yang mana prosedur hukum berlaku

Setara terhadap setiap warga Negara tanpa terkecudi

(http://www.democracyjournal.org/).

Fareed Zakaria berargumen bahwa tidak ada negara yang mutlak demokratis,
ataupun mutlak tidak demokratis. Pandangan tersebut membawa pemahaman bahwa

demorkatisasi adadah proses yang mdiputi dua bagan. Proses transisi demokrasi,
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dari negara yang kurang demokratis menuju ke negara demokratis (seperti terjadi
ddam the Arab Spring), maupun proses konsolidasi dari negara yang telah
mengklam diriny a demokratis menuju ke bentuk-bentuk yang semakin ided (seperti
daam kasus Indonesia y ang diangkat daam penditian ini).

Tocqueville memandang bahwa kebebasan adadah kapasitas daam
membangun morditas dadam membuat keputusan. Apapun yang mengurang
kapasitas ini, mengurang nila —nila kemasyarakatan, sebdiknya, apapun yang
memperluas kapasitasnya mengangkat humanitas (Pope, 1986: 52). Tocqueville
tidak menyamakan kebebasan dengan absennya kontrol sosial. Asakan penergpan
kontrol berbasis kepada kepatuhan sukarela, dih-adih paksaan koersif dari kekuatan
luar, maka kontrol sosid akan kompatibel dengan kebebasen.

la menekankan pentingnya ha-ha berikut ini dadam menjamin sistem
demokrasi : agama, nilai-nila mord, adat dan budaya, kebiasaan, formasi sosid,
hukum, ide-ide, pers yang bebas dan opini publik, keterbukaan y ang dipertentangkan
dengan kerahasiaan ddam pemerintahan dan administrasi, lembaga peradilan yang
independen dan kuat, komunitas, kelompok dan institusi sekunder, desentraisasi
administrasi, otoritas, keberimbangan kekuasaan, dan faktor-faktor lan yang
mengurang koersi dan melindung kebebasan individu (Pope, 1986: 60).

Namun Tocqueville sendiri sadar bahwa indikator-indikator tersebut bukan
harga mutlak. Karena sebagal sebuah sistem universa, ia tidak dapat dipakasakan
sebagal ide universd ?. Dalam kunjungannya ke Amerika, ia menemukan bahwa
persamaan (equality) sebaga sebuah sistem ide yang melandasi semangat demokrasi,
dapat berujung pada sistem sosiel dan politik yang berbeda, bergantung pada jaan

panjang sgarah sosia politik negara yang bersangkutan hingga sampa pada konsep

4 Ingat kritik Isaiah Berlin mengenai universalitas ide, yang telah dijabarkan sebelumnya.
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persamaan dan kebebasan. Terlahir sebagai individu yang bebas dan egditer, sgak
awal, America merasakan maksimditas kebebasan. Dadam konteks Amerika,
persamaan diasosiasikan dengan kebebasan. Sebdiknya, terkungkung daam sistem
monarki dan aristokrasi sdama berabad-abad, serta warisan revolusi yang tidak
bahaga dan melahirkan individuadisme dan dendam bersama, aih-alih persamaan
seperti didambakan, Prancis tidak melahirkan perubahan revolusioner persamaan dan
kebebasan dadam sistem ide, hukum, dan norma sosid. Di negeri asanya ini,
Tocqueville menemukan bahwa persamaan berasosiasi dengan tirani (Pope,1986.
51).

M eninggalkan Tocqueville, perbedaan tetap dapat ditemukan hingga dewasa
ini ketika negare-negara dunia berdih ke sistem demokrasi. The Arab Spring,
sebaga fenomena demokratisasi terbesar abad 21 dapa menjelaskan secara
gamblang, bagamana dampak dari transisi demokrasi dapat begtu berbeda di
negare-negara yang selama berabad-abad sebdumnya “hidup ddam dunianya
sendiri”. Bertahun-tahun sebelumnya transisi demokrasi di wilayah Asia, khususnya
Asia Tenggara pun penuh dengan ggolak. Lahirnya faham baru mengena
nasionadisme dan nation-state menggantikan nilai-nila primordid yang dianut
sebelumny g, serta tuntutan persamaan sebagal asas demokrasi y ang mempertemukan
kelompok-kedlompok komunal yang asing satu sama lain, membuat sebuah proses
transisi demokrasi menjadi tidak mudah dan rawan konflik.

M eski demikian, tuntutan akan dianutnya sistem demokrasi daam sebuah
negara semakin tak teredakkan. Ketika dunia berada di era gobdisasi dan nir batas,
serta sistem perekonomian dunia yang semakin terintegrasi, demokrasi menjadi satu-
satunya hargpan untuk melindung kebebasan individu sebagai pemuliaan humanitas

dan persamaan. Karena itu perlu ada upaya untuk mengkgi sgauh mana sebuah
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negara telah berkembang ke arah ”demokratis” dan mengeplikasikan nilai-nilai ided
daam rangka melindung kebebasan warga negarany a.

Dadam rangka mengkgi proses demokrasi dan transisi demokrasi negare-
negara di dunia, Freedom House dan World Audit Democracy mencoba melahirkan
indeks-indeks parameter demokrasi yang dapat diaplikasikan ke banyak negara
World Audit Democracy, yang menempatkan Indonesia daam peringkat negara
demokratis ke 64, memiliki 4 indeks daam melihat proses demokrasi di tigp negara
Political Rights, Civil Liberties, Press Freedom, dan Corruption (worldaudit.org).
Indeks ini ditergpkan secara kuantitatif yang memiliki parameter-parameter yang
dapat digplikasikan secara general di bany ak negara.

Untuk Political Rights, parameter yang dilihat adaah gpakah kepaa negara
atau kepaa pemerintahan dipilih meldui pemilu yang adil dan bebas, sama halnya
dengan legdlatif. Dadam proses pemilu harus terjamin adanya hukum yang adil,
kesempatan kampanye yang setara, polling yang adil, dan penghitungan surat suara
yang adil dan presisi. Apakah pemilih mampu secara bebas menyatakan suaranya
kepada caon representatif. Publik juga dihargpkan memiliki cukup pilihan untuk
berefiliasi dengan parta politik tertentu, dan tersedia sarana kompetisi di antara
masing-masing parta politik. Terjaminnya kekuatan oposisi yang memada,
kekuatan oposisi secara de facto, dan kemungkinan yang redistis bag oposisi untuk
meningkatkan dukungan dan meraih kekuasaan lewa pemilu. Apakah masyaraka
berada di bawvah dominasi militer, kekuatan asing, partai-parta totditer, hierarki
religus, oligarki ekonomi, maupun kelompok kekuasaan lainnya Apakah dibuka
ruang-ruang bag kelompok etnis, budaya, dan minoritas untuk ambil bagan daam
proses konsensus pengambilan keputusan. Apakah pemerintah, atau kekuatan yang

berkuasa, secara sengga mengubah komposisi etnis maupun wilayah daam rangka
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meruntuhkan nilai-nilai budaya atau menciptakan ketidakseimbangan politis daam
rangka dukungan bag kelompok tertentu.

Civil Liberties, memandang bahwa beragam ekspresi kulturad harus bebas
dan independen. Termasuk media dan sastra (ddam kasus jika media berada di
bawah kontrol negars-misd BBC-namun tetap menawarkan sudut pandang yang
plurd, survey World Audit Democracy akan memberikan sistem kredit). Apakah
institusi religus bebas dari kontrol kedlompok kepentingan, serta ada ekspresi
reigous bak publik maupun privat yang terjamin. Apakah ada kebebasan
berkumpul dan berdemonstrasi. Apakah ada jaminan kebebasan berpolitik. Apakah
ada perserikatan dagang yang bebas, organisasi buruh tani atau yang ekuivaen,
gpakah ada dayatawar kolektif yang efektif. Apakah tersedia profesiona-profesiona
bebas dan organisasi privat (termasuk di ddamnya parta politik, organisasi
kemasyarakan, lembage-lembaga ad hoc, dan sebeganya). Apakah ada sistem
peradilan yang independen. Apakah tatanan hukum berlaku bag permasadahan sipil
dan kriminal. Apakah populasi masy arakat mendapat perlakuan yang setaradi bawah
hukum. Apakah polisi mendapat kontrol dari masy arakat sipil.

Apakah ada proteksi dari teror politis dan pemenjaraan yang tidak adil,
pengasingan maupun penyiksaan, bak dari kelompok pendukung maupun oposan
sistem. Serta bebas tidaknya masyarakat dari perang dan situasi pemberontakan.
Apakah ada kebebasan dari pemerintahan ekstrem yang menyimpang dan korupsi.
Apakah diskusi publik terbuka maupun diskusi privat terjamin keamanannya.
Apakah ada otonomi persond. Ha ini mencakup kebebasan untuk bepergan (trave/
mobilize), pilihan untuk bertempat tinggd, pilihan untuk mencari pekerjaan.
Termasuk juga kebebasan dari indoktrinasi dan ketergantungan yang eksesif dari

negara Apakah hak-hak properti aman. Apakah masyarakat memiliki hak untuk
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mendirikan bisnis privat. Apakah aktivitas privat memiliki otonomi dari pengaruh
pemerintah, tekanan keamanan, dan kelompok-kelompok krimind. Apakah ada
kebebasan bag kehidupan privat persond sosid, termasuk kesetaraan gender,
pilihan untuk mencari partner menikah, dan jumlah anggota keluarga. Apakah ada
kesempatan yang setara untuk berbeg legtimasi pemenuhan ekonomi termasuk
ketergantungan dari tuan tanah, pekerja, serikat buruh, birokrat dan berbaga
rintangan lainnya

World Audit Democracy membuka penjedasan mengena indeks Press
Freedom, dengan klausul dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang berbunyi
"Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart
information and ideas through any media regardless of frontiers (Declaration of
Human Rights, article 19)”. Daam mengkgi kebebasan pers di 194 negara mereka
menggunakan tiga indikator utama, yakni the legal environment, the political
environment, and the economic environment.

Legal Environment, melingkupi bailk eksaminasi hukum dan regulasi yang
memungkinkan timbulnya pengaruh terhadap media, maupun kecenderungan
pemerintah untuk menggunakan hukum-hukum ini dan institusi legd dadam rangka
mengekang kemampuan media untuk beroperasi. Proses eksaminasi mencakup
dampak positif dari jaminan legal konstitusiona untuk kebebasan berekspresi, aspek
negetif potensia dari keamanan legslasi, undang-undang pidana dan statuta krimina
lannya, pindti untuk pencemaran nama bak dan fitnah, kemampuan untuk
menggunakan legslasi kebebasan informasi, independensi dari badan peradilan dan

pekerja media, surat ijin usaha penerbitan maupun regulasi yang dibutuhkan untuk
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menerbitkan produk media, serta kemampuan parajurnais untuk beroperasi secara
bebas.

Political Environment. Indikator ini mengevauasi tingkat kontrol politik
terhadap isi media Termasuk independensi editorid bak terhadap media yang
dimiliki negara maupun privat, akses terhadap informasi dan narasumber, proses
sensor balk ekstra maupun intra media, kemampuan bailk wartavan loka maupun
asing untuk meliput berita secara bebas dan tanpa intimidasi, ada tidakny a detensi
dan penahanan arbitrer, kekerasan dan ancaman lainnya

Economic Environment. Indikator ini melihat struktur kepemilikan media
Sebergpa transparan dan ada tidaknya konsentrasi kepemilikan, berapa besar biaya
yang diperlukan untuk mendirikan media, termasuk juga ongkos produksi dan
distribusi, proses sdektif menahan pengaruh iklan maupun subsidi dari pemerintah
atau aktor lannya, dampak dari korupsi dan peny ugpan terhadep konten media, serta
dampak berkdanjutan dari situasi ekonomi negara terhadap perkembangan media.

Corruption. Harian Kompas pertengahan tahun 2011 menurunkan laporan
bahwa 17 dari tota 33 gubernur di Indonesia, tersangkut kasus korupsi. Kenyataan
bahwa separuh lebih provinsi di Indonesia dipimpin oleh kepaa daerah bermasdah,
sungguh sangat ironis. Korupsi bukanlah ha yang musykil terjadi ketikapolitik uang
menjadi kewgaran ddam praksis politik di Indonesia. Beetham, daam Rice dan
Bartlett, berpendapat bahwa pemerintah tidak bisa merasa benar-benar ”aman”
ddam pemilihan memperebutkan posisi mereka, tanpa support dari para pemilih
(Rice & Bartlett, 2006: 275). Dengan latar belakang disparitas karakteristik pemilih,
bak dari sisi pendidikan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan sebagainya, mendorong
politisi lebih memilih menggunakan uang sebaga jadan pintas. Indra J. Piliang

menceritakan daam bukunya “Mengdir Meniti Ombak: Memoar Kritis Tiga
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Kekaahan”, bahwa ddam upaya suksesinya mendukung pencaonan legslatif di
Dagrah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 11, hingga April 2009 ia mengeku
mengeluarkan lebih dari Rp 1 miliar. 300 juta di antaranya, berasa dari kas pribadi
(Kompas, 20/3/2012). Effendi Gazadli, pakar komunikasi politik Indonesia, mengutip
politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, berujar bahwa pernah angka Rp 1,2
triliun dihabiskan dua kandidat pada suatu pilkada. Dengan masa jabatan "hanyd’
lima tahun, dan ggi yang “tidak sebanding’, tentu kita mahfum jika sepanjang
menjabat, kepada daerah akan memutar otak habis-habisan untuk mengembalikan
moda. Korupsi maupun politik dagang sapi menjadi satu-satuny a cara.

“Prestasi” ini mendudukkan Indonesia pada posisi ke 77 negara terkorup di
dunia dari total 180 negara, versi World Audit Democracy . Korupsi adaah peny akit
kronis di Indonesia. Penyakit yang mula menjangkit daam wujud oligarki Orde
Baru, tidak mampu dicerabut tuntas oleh reformasi yang hanya merombak sistem
kontestasi politik, namun tidak berusaha mengkritisi sistem perekonomian liberd
yang sering dipandang tidak selaras dengan karakter bangsa Indonesia Seniman
Sudjiwo Tego daam suatu perhdatan Jakarta Lawyers Club pernah berujar bahwa
koruptor Indonesia layak dihukum mati karena kgahatan yang jauh lebih besar dari
pdaku pembunuhan. la membunuh secara massd, semacam genosida, namun secara
perlahan. Permasalahan akut yang belum mampu dituntaskan karena telah begtu
sistemik dan mengakar.

Secara filsafat, Kompas (12/3/2011) berusaha untuk tidak mereduksi
pengertian korupsi sebatas pada tataran ekonomi. Korupsi diartikan sebagal perilaku
penyeewengan oleh manusia, sehingga mencegah terciptanya bonnum commune
ddam kehidupan masyarakat. Bonnum Commune adalah situasi dalam masy arakat

sosid, di mana masing-masing agen/ anggota menday agunakan dan memperday akan
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yang terbalk dari dirinya, agar tercipta kehidupan bersama yang baik. M ereduksi
korupsi hanya ddam taaran perilaku ekonomis addah naf. Sebaga contoh
plagarisme pun bisa dipandang sebaga tindak korupsi. Plagarisme adadah
penydewengan terhadep etika pendidikan. Korupsi menjadi musuh utama
demokrasi, karena keserakahan sadah satu pihak, mematikan kebebaszn manusia lain
untuk berpartisipasi membentuk ruang diskursus demokrasi, bailk secara sosid
politik, maupun ekonomi.

Political Rights, Civil Liberties, Press Freedom, dan Corruption bisa menjadi
sintesa jaan tengah dalam melihat proses demokrasi dan demokratisasi di negare-
negara yang sangat beragam. Keberagaman masing-masing indikator, mereduksi
kemungkinan universdisasi ide oleh kelompok tertentu, yang terkadang atas nama

demokrasi, justru mendeusiondisasiny a dan membungkam kebebasan individu.

1.4.2. Snyder dan Konflik Dalam Demokrati sag

Demokrasi sebaga keyakinan hidup, kekd ddam diri setigp orang. Maka, tak perlu
determinasi agama aau kulturd untuk mengekadkan "agenda demokratisasi” yang tek
demokratis. Juga tak perlu belindung di baik ddil “ perang meawan terorisme’ untuk

mengeka kan kepentingan ekonomi-politik globa (Boni Hargens, Kompas 12/01/2012).

Nasiondisme sering dipandang sekedar sebagal rasa cinta negara atau bela
negara. Méaui riset sgarah yang luas, Anthony Smith membedakan antara
kelompok SARA atau ethnie, sebaga kelompok yang menyadari kekhasan mereka
sendiri berdasarkan kesamaan bahasa atau budaya, mitos tentang nenek moyang
bersama, aau pengdaman sgarah yang sama, dengan bangsa atau nation yang

memperjuangkan pemerintahan sendiri untuk keompok mereka. Berdasarkan
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pemahaman tersebut, Jack Snhyder, ilmuwan politik terkemuka di bidang
demokratisasi, memiliki definisi komprehensif mengena nasionalisme, yakni doktrin
bahwa rakya yang memandang diri sendiri berbeda karena budaya sgarah,
lembaga, atau prinsip-prinsip, seharusnyaah memerintah diri sendiri dalam suatu
sistem politik yang mencerminkan dan meliindung perbedaan itu. Dengan demikian
suatu bangsa (a nation) adaah sekelompok orang yang merasa khas daam berbagai
bidang tersebut dan karena itu menghendaki pemerintahan-sendiri (aspire to sef-
rule) (Snyder, 2000: 13-14).

Nasiondisme, merupakan faham baru di dunia modern yang turut
berkembang pasca Pencerahan. Sebelum penggdan akhir abad ke -18, dinasti dan
imperium berhasil memerintah rakyat yang pasif secara politis, dan menikmati cukup
banyak surplus ekonomi mereka untuk mengongkosi tentara bay aran atau bangsawan
bersenjata. Penguasa jarang mendaku bahwa mereka memerintah demi kemakmuran
rekyat. Tidaklah menjadi soa pada masa itu bahwa rga dan rakyat sering berbicara
demi kepentingan dan mengampu identitas nasiona yang berbeda. Namun di abad
pencerahan, abad lahirnya gagesan-gagesan, dan era revolusi industri yang
melahirkan kapitaisme niaga, ha ini berubah. Ketika kekayaan yang berasa dari
perdagangan, dan kemudian dari industri, makin menyebar dalam masyarakat,
negare-negara yang pding berhasil adalah yang bisa mey akinkan masy arakat dagang
mereka untuk membayar pgak atau mau meminjamkan kekayaan mereka kepada
negara (Snyder, 2000: 40). Para penguasa dan dite-dite yang mengngnkan
kekuasaan, akan unggul ddam persaingan sdama bisa mendapatkan dukungan
rakya yang mula terbuka

Sentimen nasiondis menjadi senjata utama para demagog, para €it yang

mengpaskan identitas kolektif sebaga pemicu keterdukungan publik terhadap
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itikadnya Sdama masa awa demokratisasi, bertambahnya kebebasan meny atakan
pendapat seringkai memperkuat rekayasa mitos nasiondis dan konflik SARA,
karena golongan dite pemerintah maupun non-pemerintah yang oportunis
memanfaatkan setengah monopoli atas pasokan, permintaan yangtersegmentasi, dan
kelemahan lembage-lembaga regulasi, di pasar gagesan. Semakin tidak sempurna
pasar (artinya semakin kuat kedudukan para penguasa media separuh monopoli yang
sding bersaing, semakin banyak jumlah segmentasi konsumen, serta semakin
tergantung dan berat sebelah media massa), maka akan semakin besar kemungkinan
bag rekayasa mitos nasiondis untuk menguasa wacana publik dan untuk
memperiuas konflik.

Pengdaman Jerman merupakan pelgaran berharga Sdlama masa Republik
Weimar, yang berdiri setelah kekaahan Jerman dalam Perang Dunia |, kaangan
industri yang berkedudukan kuat mengerahkan dana dan tenaga untuk mencekoki
para pembaca di kote-kota kecil dengan berite-berita berbau nasionalis ddam upaya
menggalang pendukung di kaangan kelas menengah agar rela membea tatanan
kapitdis terhadap kelas pekerja. Alfred Hugenberg, misalny a, y ang merupakan ketua
dewan direktur perusshaan Krupp Sted sdama Perang Dunia | dan ketua Parta
Rakyat Nasional Jerman sdama Republik Weimar, mendirikan kantor berita Uni
Telegraf, yang memberinya kesempatan mengendalikan separuh dunia pers Jerman.
la memasok berite-berita yang seragam, sembari mencekoki keseragaman gagasan
yang berbau nasiondis, sembari tetap mempertahankan kesan sebaga pers yang
bebas (Shyder, 2000: 57). Cara yang sama digunakan Hitler bebergpa tahun
kemudian. Hitler mencapa posisi dominan di Reichstag (Parlemen) hanya dengan
sepertiga dari jumlah sdluruh suara, dan ia memanfaatkan posisi tersebut sebaga

batu loncatan untuk merebut media dan kekuasaan negara dengan care-cara yang tak
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konstitusiona (Snyder, 2000: 59). M emonopoli satu segmen pasar sudah cukup
untuk memperoleh hasil yang menentukan daam suatu masyarakat yang terpecah
belah.

Keompok-kelompok terpilih, kedlompok €eite yang memankan peranan
utama dadam pembentukan gagesan-gagesan dan lembage-lembaga nasiondlis,
berusaha merumuskan identitas nasional sedemikian rupa sehingga mencerminkan
kepentingan dan kebiasasan mereka Wawasan-wawasan yang bersaing daam
pembentukan identitas nasiond itu biasanya mencerminkan perbedaan kepentingan
atau cara pandang berbaga kelompok yang same-sama berusaha mengobarkan
sentimen nasiondis. Seperti nasiondisme Amerika versi Konfederasi Agaris
pemilik budak, lawan nasionadisme Amerika versi Utara yang sedang dalam proses
industridisasi dengan buruh bebas. Di Asia Tenggara kita juga mengdami
bagamana negare-negara serempak meraih kedaulatan dan kemerdekaan ddam
waktu berdekatan, dengan rumusan nasionalisme yang berbeds-beda. Sukarno, Lee
Kuan Yeeaw, den Ferdinand M arcos, memiliki rumusan nasionaisme mereka sendiri
yang diimplementasikan dalam proses demokratisasi negara.

Syder membedakan nasiondisme ke daam empat jenis. SARA, sipil,
revolusioner, dan kontre-revolusioner. Kecenderungan pendusuran jdan yang
berbeda menuju demokratisasi sangat berdasarkan sifat imbauan (appeal) masing-
masing untuk mencapa kemaslahatan kelompok, kriteria yang digunakan untuk jadi
anggota daam kelompok, kuat lenturnya kepentingan, serta kuat tidaknya lembage-
lembaga politik. Sdain itu yang sangat berpengaruh pula terhadap perkembangan
nasiondisme suatu negeri sdama demokratisasi addah tingkat dan saat (timing)
perkembangan sosio-ekonominya (Snyder, 2000: 73). Negare-negara dengan tingkat

pendgpatan per kapita tingg, cenderung memiliki kelas menengah daam jumlah
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yang besar, serta tingkat melek-huruf yangtingg pula, yang sangat berperan dalam
proses demokratisasi. Sfat nasiondisme yang paing mungkin dipilih adaah
nasiondisme sipil, yang paing inklusif dan menyebabkan konflik paing ringan di
antara masy arakat. Sebaiknya daam sebuah negara dengan tingkat pendapatan per
kapita rendah, rakyat tidak mapan secara ekonomi, dan kurang teredukasi, jaringan
patronisasi dan magikan-bavahan masih kentd terasa Beum ada pemahaman
komprehensif yang inklusif mengenal kewargaan (civic society) yang didasarkan atas
kesetaraan hak-hak dan kewgiban, kadaupun ada masih lemah, sehingga masih
mungkin dimanfaatkan oleh kaum dite untuk dikembdikan kepada pemahaman
primordid dan tribdisme. Sentimen nasiondisme SARA, revolusioner, maupun
kontre-revolusioner dengan potensi konflik berdarah-darah di tengsh masyarakat
sangat dimungkinkan terjadi.

Nasionalisme Spil, ditanda dengan kepentingan dit yang lentur dan dijamin
oleh lembaga politik yang kuat. Nasionaisme sipil sangat mungkin timbul bila
golongan dlite tidak merasa terldu terancam dengan terbentukny a sistem demokratis,
dan bila lembags-lembaga perwakilan serta pers yang perlu bag tegakny a demokrasi
sudah cukup berfungsi pada masa awal transisi menuju demokrasi. Imbauan demi
mencapa kemaslahatan bersama didasarkan pada loyditas terhadap seperangkat ide-
ide dan lembage-lembaga politik yang diangggp adil dan tangguh. Seseorang
diterima atau ditolak sebagai anggota kelompok ini terutama tergantung pada apakah
orang itu lahir atau bertempat tinggd lama di wilay ah bangsa tersebut.

Negare-negara yang sudah sgak dini mengembangkan perekonomian dan
sistem politik mereka, seperti Britania Raya, mendapatkan dua kelebihan yang
memudahkan mereka melewati masa transisi ke demokrasi dan meningkatkan

peluang mereka untuk membentuk nasionaisme sipil. Pertama, golongan dite
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mereka sedikit-banyak tidak terancam oleh proses demokratisasi karena punya
banyak persamaan kepentingan niaga dengan kelas menengsh yang baru timbul.
Kedua, daam pola perkembangan Britania masa awd, kodisi dinamis di bidang
ekonomi antara saudagar dan dlite tuan atanah sangat berkepentingsn dengan makin
kuatnya lembage-lembaga perwakilan dan kebebasan berbicara, yang meindung
mereka terhadap tindakan rga yang sewenang-wenang. Dengan demikian, lembage-
lembaga liberd menjadi kuat di kaangan dite sebelum masyarakat luas mula
memainkan peranan penting di ddam politik. Jika kepentingan dite dapat
disesugikan, dan lembage-lembaga liberd ada sebelum maraknya politik massa,
nasionadisme memiliki kemungkinan mengambil sifatnya yang sipil dan inklusif
(Sny der, 2000: 79).

Amerika yang sgak mula tdah menyadari posisinya sebaga negeri para
imigran, tidak mampu mendasarkan nasiondisme pada identitas primordid.
Sebdiknya mereka mendasarkan  sentimen  nasiondisme pada  semanggt
multikulturalisme dan kesetaraan. Ketika Lincoln menggalang kekuatan Union untuk
menggempur 11 states yang memisahkan diri dan membentuk konfederasi, ide yang
dibangun Lincoln pun ide akan kesetaraan dan abolisionis, serta usaha
mempersatukan industrialisasi Amerika yang terhambat di Sdatan akibat kentanya
buday a aristokrasi.

Nasionalisme SARA, kepentingan elite yang tegar, dengan lembaga politik
yang lemah. Ddam bentuk yang ekstrem berupa perkembangan ekonomi yang
tertinggal, ketika lembage-lembaga negara masih baru pada saat timbulnya desakan
ke arah peran serta politik massa, nasiondisme SARA sangat mungkin lahir. Karena
kurang tersedia lembage-lembaga demokrasi atau pemerintahan yang berfungsi baik

untuk mendekatkan warga negara ke negara, tidak ada pilihan bag pemimpin politik
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sdan menggalang kesetiaan lewat ikatan-ikatan kultura. Imbauan nasiondis
didasarkan pada budaya, bahasa, agama, pengdaman bersama, mitos nenek-moy ang
bersama, dan mereka menggunakan semua wawasan tersebut sebaga Kkriteria untuk
menerima atau menolak seseorang sebagal anggota kelompok nasiondis tersebut.
Begtu diran politik berimpit dengan kesetiaan budaya tertentu, maka terciptalah
keadaan di mana kepentingan-kepentingan menjadi tegar kaku sedang lembage-
lembaga lemah. Benar-benar merupakan sebuah kebaikan dari keadaan yang
melahirkan nasiondisme Spil.

Apa yang terjadi di Serbia, Estonia, dan sebagan besar konflik Bakan
merupakan contoh nyata nasiondisme SARA. Sentimen ini juga dapat menjelaskan
konflik primordiad daam masa transisi demokrasi di Myanmar. Sebelumnya di era
junta militer, demi menjamin stabilisasi sosid-politik, sentimen primordia justru
dilibas. Namun ketika keran-keran kebebasan mula dibuka, dengan lembage-
lembaga politik liberd yang belum mapan, serta situasi ekonomi yang belum stabil,
muncul keengganan-keengganan untuk berbag hak dengan kelompok minoritas
SARA. Terbukti bahwa kasus Rakhine dimulai oleh kasus krimina belaka, yang
berhasil dikompori dan dipanaskan dengan sentimen primordia secara masif oleh
kdangan dit, bak politiss maupun agamawan. Indonesia juga mengdami
permasdahan serupa di era pemerintahan Abdurshman Wachid. Konflik separdtis,
SARA, pertikaian antar golongan terjadi di kantonc-kantong daerah. Indonesia saat
itu bdum sigp menerima limpahan kebebasan sosiad politik yang dibuka keran
demokrasi. Akibatnyakepentingan dit lebih bany ak berbicara.

Nasionalisme Revolusioner, kepentingan dite yang lentur, dengan lembaga
politik yang lemah. Daam pola lan pembangunan yang terbeakang, lembage-

lembaga untuk peran serta yang demokratis bisa tertingga dibandingkan dengan
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tuntutan penduduk yang teah tergugah secara politis. Daam keadaan ini, seperti
pada masa Revolusi Prancis, para dite yang dapa menyesuaikan diri demi
kepentingan mereka, bisa berpendapat bahwa imbauan nasionadisme yang bersumber
daam angggpan tentang persekongkolan asing, merupakan cara paing ampuh untuk
mengukuhkan kembai wibawa pemerintah di tengah runtuhnya lembage-lembaga
pemerintahan. Karena wibawa bertumpu pada ideolog nasiondis, dorongan untuk
terkemuka ddam menyerukan perang demi kesdamatan nasiondis menjadi sangat
kuat, dan sgdan dengan itu konflik nasionais memuncak.

Propaganda didasarkan pada upaya mempertahankan revolusi politik yang
telah membawa suatu rezim baru ke puncak kekuasaan, yang memerintah atas nama
bangsa, dan mengucilkan mereka yang dianggep berupaya membaikkan perubahan
itu. “Gerakan Bersih” yang sempat marak mewarna dinamika politik M daysia
pertengahan tahun 2011 merupakan contoh nasionaisme revolusioner, sebaga
bentuk kritik terhadap reformasi politik dan demokrasi yangternyatatidak diperkuat
oleh lembage-lembaga politik yang kokoh sehingga digerogoti oleh penyakit
korupsi.

Nasionalisme Kontra Revolusioner, kepentingan dit yang tegar, dengan
lembaga politik yang kuat. Golongan dite yang terancam oleh proses demokratisasi,
tetapi masih  mengenddikan pemerintahan sering tergpda  menggunakan
nasionalisme eksklusif untuk membatasi tanggung javab demokratisnya, sementara
mereka pura-pura tampil sebaga pemimpin raky a demi mempertahankan kedaulatan
nasionad. Daam keadaan seperti itu, doktrin nasiondis bisa sekaligus mengucilkan
kelas sosid, golongan SARA, yang dicgp musuh bangsa, di satu pihak, dan di pihak

lain menggany ang bangsa asing y ang membantu musuh-musuh di dalam negeri.
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Propaganda didasarkan pada perlawvanan terhadap faksi-faksi internal yang
berupaya merongrong lembage-lembaga tradisionad bangsa tersebut. M ereka
mengucilkan kelas sosid, agama, kelompok budaya, atau penganut semua ideolog
politik yang menurut kriteriatersebut dianggap " musuh-musuh bangsa’.

Demikianlah pada 1870-an kansdir Jerman, Otto von Bismarck, mencap
buruh, kaum sosidis, Katolik, dan orang Polandia sebaga musuh-musuh bangsa
Jerman sgati. Sama hanya dengan para pemimpin Komunis di Rumania, Sovakia,
dan Serbia, dengan beragam tingkat keberhasilan daam memadukan imbauan-
imbauan berbau SARA dan kelas sosid sebaga strateg nasionaisme eksklusif.
Daam proses transisi demokrasi terbesar abad 21, The Arab Spring, pemimpin-
pemimpin negara Arab, macam M oammar Ghadafy, Bahar d-Assad, dan lain-lain
banyak memaka sentimen ini ddam rangka menolak tiupan angn demokrasi yang
mereka tuding "tunggangan Barat”.

Di Indonesia, Sentimen ini ditiupkan tigp kai daerah berggolak. Papua
Barat, Aceh, Ambon, dan sebagainya. Empat pilar kebangsaan dan keutuhan NKRI
akan sdau menjadi jargon utama untuk menolak segda macam gesekan sosid
politik di daerah. Sekalipun terkadang penyebab timbulny a gesekan tersebut adalah
akumulasi kekecewaan daerah terhadgp pusat, namun dit pusa yang tak ingn
terancam posisinya dengan desentralisasi yang adil dan mapan, akan meniupkan
sentimen ini dengan adasan kesatuan dan keutuhan negara, sembari menutupi
kepentingan yang sebenarny a.

Sy der berujar bahwa kategori di atas merupakan tipe-tipeided sga Bany &k
contoh nyata terletak di wilayah ebu-abu antara tipe-tipe sentimen nasiondis

tersebut. Daam contoh nyata yang kompleks, propaganda nasiondis, pengucilan-
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pengucilan, dan konflik yang timbul bisa merupakan campuran tipe-tipe ided
tersebut.

Untuk kasus Indonesia, meminjam teori sentimen nasiondis versi Shyder
tentu sangat berguna. Pengdaman masa lau menunjukkan proses demokratisasi tak
mapan berbuah konflik sporadis di daerah-daerah. Sedangkan di masa sekarang,
proses konsolidasi politik desentrdisasi masih rawan ditunggang kepentincan lit.
Kerusuhan yang seldu timbul mengring proses pemilihan kepaa daerah, isu-isu
separatis yang kembai menguat, akumulasi kekecawaan terhadgp sentraisasi
ekonomi puset, terorisme, semuanya menunjukkan proses demokratisasi di daerah-
dagrah di Indonesia masih mutlak membutuhkan andisa dan pengawasan. Dengan
mengetahui prevaensi sentimen nasiondis yang berkembang, dihargpkan pemutusan

mataranta dan aksi resktif dapat berjalan efektif.

1.4.3. Produks Pesan dan DiskursusPraktis Habermas an
1.4.3.b Produksi Pesan Media

Kebebasan pers, bak yang das solen maupun das sein, tentu merupakan
sebuah anchor yang mutlak diperlukan dalam membangun jgaring informasi publik
ddam sistem demokrasi. Namun kenyataannya ada beragam keterikatan dan
pengaruh-pengaruh eksterna maupun interna yang berdampak terhadap produksi
pesan media. Bebergpa kasus di atas menggambarkan situasi pers y ang bebas, namun
dikooptasi demi kepentingan dlitis, sehingge-meminjam istilah Agus Sudbiyo-
reotoritarianisasi dan rekapitalisasi membuat kebebasan pers hanyadah sebuah
kebebasan semu (Sudiby o, 2009: 3-36)

Bagaimanakah menjelaskan isi media, di luar aspek kebebasan pers? Adatiga

pendekatan yang terangkum dalam buku Brian M cNair (1994), pendekatan ekonomi-
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politik (political-economy approach), pendekatan organisasi (organisational
approach), dan pendekatan kultura (cultural approach) (M cNair, 1994: 39-58).

Pertama, pendekatan ekonomi-politik. Pendekatan ini berpendapat bahwaisi
media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar
pengelolaan media M ekanisme produksi berita dilihat sebagai bagan integrd dari
relasi ekonomi daam struktur produksi. Pola dan jenis pemberitaan ditentukan oleh
kekuatan-kekuatan ekonomi yang secara dominan menguasal pemberitaan. Seperti
faktor kepemilikan dan kapitdisasi.

Kedua, pendekatan organisasiona. Pendekatan ini memandang pemilik
media, dan aspek pengdolaan intra institusi media menjadi faktor utama penentu isi
pesan. Berita dilihat sebaga hasil interaksi di daam ruang redaksi. Praktik kerja,
profesiondisme, dan tata aturan yang ada daam organisasi addah faktor-faktor
dinamik yang memengaruhi pemberitaan. Otonomi media, nila-nila berita, serta
pertimbangan redaktur, menjadi faktor penentu utama pembentukan pesan media.

Ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan ini merupakan gebungan dari
pendekatan ekonomi-politik dan pendekatan organisasi. Proses produksi berita
dilihat sebaga mekanisme yang rumit yang melibatkan faktor internd media
(rutinitas organisasi media) sekdigus juga faktor eksternd di luar diri media
M ekanisme yang rumit itu ditunjukkan dengan bagaimana perdebatan yang terjadi
ddam ruang pemberitaan, M edia pada dasarnya memang mempunya mekanisme
untuk menentukan pola dan auran organisasi, tetapi berbaga pola yang dipakai
untuk memaknal peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan
ekonomi politik di luar diri media

Daam pendekatan kulturdis, pengaruh kekuatan ekonomi politik dominan

dadam pemberitaan itu diyakini tidak bersifat langsung. Daam banyak kasus, justru
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sering tidak disadari oleh para wartawan. Wartawan menganggap beritany a objektif,
berimbang, dan dua sisi. Padaha secara tidak langsung berita tersebut justru
membantu melanggengkan kekuatan ekonomi-politik yang dominan.

M dengkapi pendekatan-pendekatan di atas, Pamela J. Shoemaker dan
Sephen D. Reese, mengemukakan teori lingkaran keterikatan (sering disebut juga
sebaga teori lingkaran donat), yang memengaruhi kebijakan redaksiona dan
pengambilan keputusan di dalam newsroom (Reese & Shoemaker, 1996)

Pertama, faktor individua (individual constraint). Faktor ini berhubungan
dengan latar belakang profesiona dari pengeola media. Latar beakang individu,
seperti jenis kelamin, usia, suku, agame, preferensi politik, dan lain-lain,
memengaruhi  bagaimana seorang jurndis menangkap suatu peristiwa, dan
merepresentasikannya kembai lewat media Wartawan beragama Islan meihat
konflik Palestine-Isradl dengan sudut pandang yang berbeda dari wartawan
berkebangsaan Amerika Wartawan perempuan akan memandang kasus
pemerkosaan berbeda dengan wartawan laki-laki.

Kedua, faktor rutinitas media (media routine constraint). Leve ini
berhubungan dengan mekanisme organisasi dan proses penentuan berita Setigp
media umumny a memiliki ukuran tersendiri tentang apayangdisebut berita, apaciri-
ciri berita bak, atau kriteria berita layak angkat cetak. Ukuran tersebut adaah
rutinitas yang berlangsung tigp hari dan menjadi prosedur standar bag pengelola
media yang berada di dadamnya Rutinitas ini juga berhubugan dengan bagamana
berita dibentuk. Daam pdiputan sebuah peristiwa penting, bagamana bentuk
pendelegasian tugasny a, sigpa penulis, sigpa editor, sebelum naik cetak tulisan harus

melaui berapa mega, dan seterusnya Sebaga sebuah keterikatan yang mengatur
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mekanisme roda produksi setigp hari, posisi rutinitas media menentukan wujud akhir
sebuah berita

Ketiga, faktor organisasi (organizational constraint). Pengdola media dan
wartawan hanyadah bagan kecil dari lingkaran organisasi media. Di daamnya masih
ada otoritas yang lebih tingg, seperti pemilik, pemegang saham, maupun yang
secara laten juga memiliki pengaruh dalam output redaksi yakni bagan perusahaan
dan sirkulasi. Masing-masing bagan sering tidak sgaan. M asinc-masing divisi
memiliki visi dan filosofinya masing-masing. Sebagai contoh di awal reformasi,
mendadak pemberitaan media penuh berisi kritik politis. Sdain karena kebebasan
pers yang direguk redaksional media kaa itu, bagan perusshaan juga mampu
membaca prevaensi market share sedang meminati berita demikian. Sayangnya di
era pasca reformasi, kecenderungan market regulation ini terus berlanjut, bahkan
terkadang kebabdasan, membuat media cenderung membuat berita yang sekedar
profitable tanpa memerhatikan keddaman dan kuditas.

Keempat, faktor ekstra media (extra media constraint). Faktor keempat
berbicara bagaimana proses produksi dipengaruhi pula oleh entitas-entitas di luar
organisasi media. Antara lain, sumber berita, sumber penghasilan media, serta
pemerintah dan lingkungan bisnis. Sumber berita bukanlah entitas netra, yang bebas
kepentingegn dadam berbag informasi kepada wartawan. la akan memberikan
informasi yang sekiranya bak bag dirinya, dan mengembargo kemungkinan
ancaman bag dirinya. Sumber penghasilan media, seperti pengklan dan peanggan
juga turut berpengaruh. Ha ini menjelaskan menggpa secara "haus’ muncul
hdaman advertorial atau lebih diperhdus lag menjadi infotorial. Terakhir,
pemerintah dan lingkungan bisnis. Di negare-negara tertentu, negara masih menjadi

otoritas penentu lisensi ijin penerbitan. Aras politik negara tentu menjadi
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pertimbangan utama produksi berita demi mempertahankan lisensi. Atau state-run
media, macam BBC, yang tentunya cenderung favorable terhadap kebijakan negara
Lingkungan bisnis pemilik, pemegang saham, dan stakeholder lainnya juga
membawa pengaruh. Seperti dipraktikan oportunis pemilik media di Indonesia, yang
menggunakan mediany a sebagei gang promosi partal, atau bahkan perusahaanny a

Kelima, faktor ideologs (ideological constraint). Sekalipun China kini
menergpkan agpa yang dikend sebaga kapitalisme negara, dengan mempraktikan
demokrasi sosio-liberd secara terbatas, namun kebebasan pers masih sulit diraih. Ha
ini berhubungan dengan ideolog komunis yang melandasi kehidupan sosid-politik
China, sehingga disparitas ide dan pemikiran sangat dibatasi. Sebdiknya di
Indonesia, ragam pemikiran komunisme justru diberangus dan diharamkan tersebar
di media, dengan dasan yang sama, yakni preferensi ideolog.

Kelima lingkaran pengaruh yang dikemukakan Reese & Shoemaker di aas
menunjukkan kebebasan pers bukanlah faktor tungga dan otonom dari keterikatan
lannya, yang membawa pengaruh terhadsp produksi berita Bahkan terkadang
kebebasan pers mengonsolidasikan dan menguatkan satu aspek tertentu, yang pada
akhirnyatetap menciptakan “ kesemuan” sebuah kebebasan.

Sebagal contoh, kebebasan pers yang dirah pasca reformasi, adaah bagan
dari transformasi liberdisme ekonomi goba, yang memungkinkan ekspansi dan
akumulasi moda. Kebebasan tersebut tidak dapat dimanfaastkan secara optima demi
pembentukan publik sphere mutakhir yang diidamkan sdama era Orde Baru,
sebaiknya pers justru semakin terkungkung daam kontrol rezim baru, yakni the

invisible hand market regulation. Liberdisasi ekonomi yang secara signifikan
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menambah kuantitas media °, tidak membawa sifat kompetitif mediz, yang memberi
aksesibilitas plurditas informasi kepada masyarakat demi jaminan demokratisasi
yang produktif. Sebdiknya media medulu bersang menjua banditas yang
menghibur (namun minim pencerahan) agar dapat bersaing di bursainformasi.
Bagamanakah seharusnya media, pers khususnya, secara ided menyikapi
anugerah kebebasan agar dapat secara produktif membangun ruang publik deliberatif

ddam sistem demokrasi?

1.4.3.b Meminjam Habermas

Saya meminjam pendekatan Habermasian untuk melengkapi argumentasi
mengenal  peran dan tanggung jawab pers sebaga the fourth estate.

Berbicara mengenai The Last Modernist, kita sdadu mengacu kepada
Anthonny Giddens, yang dengan teori strukturasi, mempertahankan mazhab yang
berkembang sgak era Descartes ini. M eski demikian, saya berpendapat bahwa jauh
lebih menarik untuk menyimak dan mendaami pemikiran Jurgen Habermas, yang
sekdipun disggarkan dengan kaum postmodern lain, tetap mengamini pemikiran
modernis.

Habermas addah penerus Mazhab kritis Frankfurt pasca Adorno,

Horkheimer, Benjamin, dan Marcuse. la mempertahankan universalisme Kantian

> Data dari Merlyna Lim, peneliti dari Arizona State University, mengungkapkan, jumlah

media cetak hingga Maret 1999 sebanyak 289 buah. Satu dekade kemudian angka ini telah melonjak
menjadi 1.076 buah (Kompas, 13/2/12). Tahun 2011, terhitung jumlah surat kabar saja mencapai
411 buah. Menurut data yang dimiliki Dewan Pers mengenai pers di Indonesia, sampai pada Februari
2011 terdapat setidaknya 952 terbitan media cetak di Indonesia, baik lokal maupun nasional.

(Sutrisno, 2011).
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dan rasionditas sebagal poin utama Yang ia tolak mentah-mentah adaah filsafat
subyek, dimana individu dan subyektivitas menjadi raison d'etre dari segaa
pemikiran (Honneth dadam White (ed.), 1995 : 280). Alih-aih, habermas
menyerukan perlunya komunikasi reflektif yang terwujud secara intersubyektif,
daam menentukan rasionditas nila dan norma sosid. Sebaga seorang modernis, ia
menegaskan  perlunya rasiondisasi  atas legtimasi nila. Sebaga  seorang
postmodernis, ia menolak subyektivitas sebaga penentu legtimasi. Sebaiknya ia
mengedepankan konsensus dan partisipasi aktif semuapartisipan locus masy arakat.

Daam sdah satu manifestonya, Theories des kommunikativen Handelns, ia
mengembangkan lebih jauh konsep Lebenswelt (dunie-kehidupan) -yang sudah lama
dikembangkan dadam fenomenolog Edmund Husserl, ke daam sebuah konsep
Etika Diskursus (Diskursethik). la mengedepankan dua praktik diskursus, teoretis
(Wahrheitsanpruch), dan praktis (Richtigketsanpruch). Jika yang petama
mempermasaahkan kebenaran klam-klam dan pernyataan teoretis-empiris, daam
diskursus praktis, lewat tindakan komunikatif reflektif, dipertanyakan ketepatan
klam-klaim dan pernyataan normatif, agar tercapa sebuah konsensus yang legtim
(Hardiman, op.cit : 47).

Diskursus sendiri sebagal bentuk refleksi dari  tindakan komunikatif,
melandasi seluruh pola berpikir Habermas kemudian. Diskursus dipertentangkan
dengan komunikasi naif, dimana sduruh partisipan komunikasi begtu sga
mempertukarkan klam kesahihan informasi. Lewat diskursus, orang bertanya,
mengapa A? M engapa B? M engapa sy aria I1slam harus ditegekkan? M engapa caon
presiden D addah yang terbalkk? Partisipan komunikasi diminta mengeksplisitkan

klam-klam kesahihan yang dikduarkan dalam tindakan komunikaitf-yang
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sebelumnya diandaikan begtu sga Pemberian penjdasan dan dasan mutlak
diperlukan (M oon dalam White (ed.), 1995: 150).

Lebih lanjut, logka sederhana dari diskursif praktis daam hidup sehari-hari
adalah, sebuah konsensus yang legtim yang seharusnya dipatuhi oleh semua orang
juga membutuhkan persetujuan semua orang Atau jika didaborasi lebih lanjut,
konsensus yang diproyeksikan tergplikasi bag khdayak luas, harus mampu
merepresentasikan masing-masing partisipan dalam locus dimanakonsensus tersebut
ditergpkan.

Logka diskursif praktis Habermasian ini saya gunakan sebaga acuan untuk
mengkai media sebaga the fourth estate. Daam sebuah negare hukum, kebijakan-
kebijakan, praktik-praktik regulatif termasuk konstitusi addah wujud dari "norme-
norma keadilan” (normative Probleme des Gerechten) dan norma “yang morad” (das
Moralische). Klam kesahihan atasnya memiliki kekuatan universaitas yang mampu
mengkat seluruh partisipan komunikasi. (Hardiman, op.cit : 72). Ha ini berbeda
dengan "norma evauatif tentang hidup yang baik” (evaluative Probleme des gutens
Lebens), dan "yang etis’ (das Ethische), yang akan seddu membawa sifat partikular
dan tendensius, karenany a harus dikaahkan.

M embentuk sebuah diskursus intersubjektif demi mencapa konsensus yang
legtim daam sebuah negara hukum berpenduduk 230 juta jiwa tentu bukanlah ha
yang mudah. Pada saat inilah aktudisasi pers, media sebaga the fourth estate
diperlukan. Jika sebelumnya media dikenad memiliki lima fungsi Education/
Edifying, Information, Surveillance, Entertainment, dan Watch Dog (Turrow, 2009 :
15-20), maka Habermas merangkumny a, atau justru menambahkan fungsi baru y akni

sebgal ruang publik/ publik sphere (Goode, 2005 : 120).
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Media ibarat mengemban dua tuges utama. Pertama, secara aktif menjadi
ruang kontestasi publik mempertentangkan klaim-klam ketepatan pernyataan
normatif, termasuk hukum positif yang akan tergplikasikan bag seluruh masy arakat.
Kedua, secara kontinyu dan bertahap mengevaluasi kebijakan yang telah
tergplikasikan dalam masyarakat, untuk melihat relevansi ketepatan klam normatif
dari kebijakan/ regulasi tersebut, sembari membuka ruang diskusi intersubjektif baru
demi menghasilkan konsensus yang lebih baik.

M edia sebaga ruang publik menjadi sarana utama untuk terjalinny a sebuah
diskursus praktis. Diskursus praktis tidak memberikan norme-norma tertentu yang
dianggap benar yang menunjukkan gpa yang seharusnya dilakukan orang. la adadah
sebuah prosedur untuk menguji kesahihan norme-norma tersebut secara
intersubjektif, maka ia tidak menjamin terlebih dahulu legtimitas atau kebenaran
hasil-hasilnya. Habermas menegaskan bahwa setigp norma yang sahih kiranya akan
mendapatkan persetujuan semua orang yang bersangkutan dengannya, seandainya
orang-orang ini dapat ikut sertadi dalam sebuah diskursus praktis (Hardiman, 2011.:
20). Sebuah pemikiran yang senada dengan sistem demokrasi itu sendiri. Ketika
negara tidak mampu menyediakan ruang bag ”semua’, maka medidah yang harus
bergerak sebaga medan representasi rakya atas jaminannya sebaga  the fourth
estate dalam sistem demokrasi.

Thomas Jefferson berujar :

When the press is free and every man ableto reed, dl is safe. The pressis
the best instrument for enlightening the mind of man, and improving him as a

raiond, mord, and sosid being (Rafety ddam Hachten, 2005 : 30)
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Jefferson, seorang pendukung rasionditas, meminta bahwa setigp kebijakan
pemerintah haruslah rasiona di mata rakyat. Untuk mewujudkanny a, bag Jefferson,
pers dan media adalah satu-satunya hargpan. Ketika duo Bob Woodward dan Carl
Bernstein membongkar skandad Watergate, mereka menunjukkan bahwa media
membuka ruang bag diskursus praktis. Washington Post membuka ruang diskusi
intersubjektif bag Lebenswelt yang mereka bentuk aas kasus tersebut. Pun
investigasi terus dilakukan agar diskusi intersubjektif terus terjadi  demi
mempertanyakan klam ketepatan kebijakan pembiayaan kampanye, Undanc-
Undang Penyadapan, Kebijakan Anonimitas, Kinerja FBI dan badan Yudikatif
lainnya, bahkan First Amandment sebaga produk demokrasi paing manifes. Sama
hanya seperti sebelumnya dilakukan oleh New York Times ketika membongkar

Pentagon Paper.

1.5Kerangkakonsep

Pendlitian ini  bertujuan untuk meliha kecenderungan pemberitaan
demokratisasi di daerah di Indonesia. Isu-isu demokrasi apa sgakah yang lebih
disdiansi oleh media, ddam meredefinisi proses demokratisasi, daam
pemberitaannya. Pendlitian ini kemudian ingn secara lebih lanjut meihat gpakah
daam memberitakan proses demokratisasi, media telah memenuhi cakupan-cakupan
idedl isu demokratisasi.

Unit-unit analisis di bawah diturunkan dari beberapa referensi kerangka teori

sertapreliminary research yang say alakukan guna mendukung pendlitian ini.
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Sub unit andisis jenis fakta dan narasumber diturunkan dari pemahaman
mengenal  proses produksi pesan media, serta pemahaman ruang publik yang
menuntut proporsionditas keterlibatan partisipan demokrasi daam ruang publik.

Sub unit andisis indikator demokrasi dipinjam dari Freedom House dan
worldaudit.org, sedangkan sub unit andisis Konflik Demokratisasi dan Sentimen
Nasiondisme Shyderian diturunkan dari teorisasi konflik demokratisasi Jack Snyder
yang ditulis ddam bukunyaFrom Voting To Violence (2000).

Sub unit andisis Konklusi dan Sdiansi Isu diturunkan dari hasil kombinasi
pembacaan penditi terhadap bebergpa referensi dan riset pendahuluan yang
dilakukan oleh pendiiti terhadap artikd-artikel awa Konsolidasi Demokrasi. Dari
acuan tersebut nampak kecenderungan-kecenderungan isu utama hasil derivasi dari
isu Political Rights, kecenderungan-kecenderungan isu utama hasil derivasi dari isu
Civil Liberties, sertakorupsi dan kebebasan pers.

Sub unit andisis Kritik dan Evauasi Terhadap Proses Demokratisasi
diturunkan dari pemahaman ruang publik dan diskursus praktis media DimanaKkritik
dipandang sebagai bentuk keterlibatan media dalam proses diskursus. Sebagai ruang
publik media seharusnya tidak berjarak. Namun justru terlibat sebagal partisipan
demokrasi daam proses diskursus.

Pertimbangan untuk menggabungkan beberapa kriteria daam indikator-
indikator di sub unit anaisis Konklusi dan Sdiansi Isu didasarkan padapembacaan
penditi terhadap beberapa referensi (seperti misanya Konflik Nasiondis &
Sentimen Nasiondis addah dua konsep integrd daam pemikiran Jack Shyder, sama
hanya dengan kemiskinan & kesgahteraan yang merupakan konsep opositiond

utamaddam pemikiran John Locke mengenai demokrasi)
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Sdain itu, saya mendasarkan pula pada prevalensi kedekatan satu kriteria

dengan kriteria lain yang muncul berdasarkan hasil riset pendahulu yang saya

lakukan. Seperti temuan bahwa pemberitaan yang menyinggung permasaahan

otonomi daerah, umumnya mempertanyakan ketidakmerataan redistribusi SDA

antarawilay ah yang bersangkutan dengan pusat.

Pendlitian ini dilakukan dengan mencatat identitas yang ada pada berita

sebaga anggota samped, seperti judul berita, tanggd, bulan, serta tahun terbitnya

Dan untuk andisis selanjutnya akan dilakukan dengan unit anaisis dan kategorisasi

sebagal berikut:

Tabe 1.1 Unit analisis dan sub unit analisis penditian

Unit Analisis Sub Unit Analisis Indikator Subindikator
Orientas Jenis Fakta e Faktapskologis
Pengemasan Berita e Faktasosologis
e Kombinas
Narasumber o Eksekutif e Ada
e Tidak ada
e Legidatif e Ada
e Tidak ada
e Yudkatif e Ada
e Tidak ada
o PelakuPasar/Kapital | ¢  Ada
e Tidak ada
e Civil society e Ada
e Tidak ada
Coverage Indikator Demokrad | ¢ Political Rights e Ada
Freedom House e Tidak ada
e Civil Liberties e Ada
e Tidak ada
e PressFreedom e Ada
e Tidak ada
e Corruption e Ada
e Tidak ada
Konflik e  Sentimen

Demokratisas dan

Nasonalisme Spil
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Sentimen e  Sentimen
Nasionalisme Nasonalime SARA
Snyderian e Sentimen
Nasionalisme
Revolusoner

e Sentimen
NasonalismeKontra-
revolusoner

e Tidak adaulasan

Pandangan Media Konklus dan e Sdsem Kepartaian,
salians isu Pilkada, Korups

e Otonomi Daerah,
Redistribus DA, dan
Pemekaran

e Oligarki Kekuasaan,
EksesfitasElite

e Kewajiban dan hak-
hak politik masyarakat
e ProgresvitasAkar
Rumput

e Diseminas Ruang-
Ruang Publik.

e Kemiskinan dan
Kesgjahteraan

e Penguatan
Pluralisme,
Multikulturalisme,
HAM, dan Kesetaraan
Sosal

e Konflik Sosdl,
Sentimen Nasionalis

e Pers

e Lain-lain

Kritik dan Evaluas

terhadap Proses
Demoratisas

Adakritik
Tidak adakritik

1.6 Definisi Operasional
A. Orientasi Pengemasan Berita
A.1 Jenis Fakte
Jenis Fakta adalah unit andisis yang melihat bagamana suatu fakta digdi

oleh jurndis di lgpangan. Unit andisis ini dibag menjadi 3 indikator. Fakta
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psikologs addah fakta yang dibangun oleh jurnalis hanya berdasarkan hasil
wawancara terhadap narasumber-narasumber. Fakta sosiologs addah fakta yang
dibangun oleh jurndis berdasarkan pengamatan lapangan, studi kasus, dan observasi.
Fakta kombinasi addah fakta yang dibangun jurndis dengan mengkombinasikan
wawancare-wawancara dengan narasumber dan observasi lgpangan.
A.2. Narasumber

Narasumber adaah pihak-pihak yang didatang, diwawancara oleh jurnadlis,
dikutip langsung maupun tidak langsung, dan dari padanya date-data digdi,
didapatkan, dan disusun.

Sub unit andisisini terbag ke daam bebergpaindikator.

1. Eksekutif

Eksekutif adadah bagan dari jgaran pemerintahan, yang memiliki tugas dan
wewenang untuk menjadankan (mengeksekusi) kebijakan-kebijakan yang teah
ditetgpkan sebdumnya Bebergpa wewenang eksekutif tingkat daerah antara lain
diplomasi (berdiplomasi dengan daerah/ wilayah lain), administratif (melaksanakan
undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyeenggarakan administrasi
negara), militer (sebelumnya pemerintah tingkat daerah tidak memiliki wewenang
untuk menggerakkan kekuatan militer negara Namun ddam bahasan RUU
Keamanan Negara, dicantumkan bahwa ddam situasi "darurat”, gubernur dapat
mengerahkan kekuatan militer sebaga penanggulangan konflik), dan legslatif
(menyusun draf perda dan peraturan sgenis, serta membimbing selama proses
pengesahan di legslatif).

Yang termasuk daam jgaran eksekutif pemerintahan daerah adadah
pemerintah provinsi (Gubernur dan jgaran pembantu pemerintahan provinsi di

bawahnya), pemerintah kota/ kabupaten (bupati/ waikota serta jgaran pembantu
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pemerintahan kotal kabupaten di bawvahny a), sertajgaran pemerintahan di bawahnya
(kecamatan, kelurahan/ desa, pedukuhan, RW/ RT).

2. Legslatif

Legslatif adadah pihak otoritas daerah yang memiliki wewenang legslasi/
penyusunan dan pengesahan UU atau ddam konteks daerah perda, budgeting/
anggaran daerah, dan pengawasan kinerja lembaga eksekutif daerah. Pihak legislatif
daerah dibag menjadi duatingkat. Daerah tingkat | atau provinsi (DPRD provinsi),
dan Daerah Tingkat Il atau kotal kabupaten (DPRD kota/ kabupaten). Para anggota
dari dualembaga ini mewakili perspektif legslatif daerah.

3. Yudikatif

Yudikatif addah jgaran otoritas daerah yang memiliki tuges dan wewenang
dadam menegakkan hukum dan keedilan. Yang termasuk daam jgaran yudikatif di
daerah eddah pengadilan negeri dan pengadilan tingg, kgaksaan, kepolisian daerah
dan hierarki di bawahnya, sertamiliter.

Pihak-pihak yang bekerja ddam kelembagean tersebut dan menjadi
narasumber, perspektifnyaakan mewakili perspektif yudikatif.

4. Pelaku Pasar/ K apitd

Kehadiran pasar menjadi sdah satu syarat mutlak demokrasi, terutama
sebaga pemenuhan jaminan aspek civil liberties khususny a terhadap hak-hak privat.
Ddam sistem demokrasi ddiberatif, Lebenswelt/ dunia kehidupan demokratis
dibangun aas triangulasi negara (eksekutif, legslatif, yudikatif)-pasar-dan
masy arakat wargal civil society.

Pasar dibedakan dari negara dan civil society karena bergerak atas tujuan

yang berbeda pula. Pasar bergerak atas dorongan ekonomi dan proses kompetisi hak-
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hak privat. Proses survival dibangun atas prinsip kompetisi dan rivaitas, bukan
kemaslahatan bersama seperti diterapkan oleh masy arakat warga

Yang termasuk ke dalam pdaku pasar/ kapita addah perusahaan-perusahaan
atau industri-industri privat maupun representasiny a, peaku usaha dan pasar modal,
himpunan-himpunan pengusaha maupun representasiny a, investor, dan sebagainy a.

Kriteria ekonom harus diperjelas di sini. Sebaga contoh, dalam isu kenaikan
upah minimum regona (UM R) buruh, pendapat yang berbeda bisa datang dari dua
narasumber yang same-sama diberi titd ekonom. Misdnya Sofjan Wanandi dan
Anggto Abimanyu. Di sini pendliti harus jeli bahwa opini Sofjan Wanandi datang
dari perspektifnya sebaga ketua APS (Asosiasi Pengusaha Sduruh Indonesia) yang
mewakili perspektif Pelaku Pasar/ Kapita, sedangkan opini Anggto Abimanyu lahir
dari perspektif akademisi, yang mewakili perspektif Civil society.

5. Civil society

M enurut Habermas, civil society atau Zivilgesdlschaft atau masy arakat warga
terdiri atas individu, perhimpunan individu, organisasi, gerakan, kolektivitas warga
yang secara otonom membedakan dirinya dari pasar (karena itu Habermas
membedakan Zivilgesellschaft dari burgerliche Gesdlschaft/ masyarakat borjuis
yang terikat semata berdasarkan hubungan ekonomis sebagal sesama subjek hak-hak
privat) dan negara (masyarekat warga berperan sebagai aktor ruang publik politis
yang otonom terhadap otoritas sistem), serta secara bersama-sama membangun
ruanc-ruang diskursif dan mereproduksi ruang publik politis, demi kemaslahatan
bersama (Hardiman, 2009 : 136).

Habermas mencirikan wilayah-wilayah paa aktor masyarakat warga
membangun ruang publik politis sebagai pluralitas (individu, keluarge-keluarga,

kdompok informa, organisasi sukarela, tokoh kemasyarakatan), publisitas (media
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massa, institusi  kultura, kelompok budaya), keprivatan (lembage-lembaga
keterampilan individu, pengembangan mord), legalitas (serikat pekerja, LSV
adjudikatif, lembage-lembaga swadaya bantuan hukum, kelompok advokasi warga,

kaum akademisi, dan sebagainy a)

B. Coverage

Berdasarkan pemahaman humanisme, penolakan universdisasi ide Isaiah
Berlin, sgarah kebebasan dan demokrasi, komparasi dengan sgarah demokrasi dan
kebebasan di Amerika, pemahaman konflik-konflik dan sentimen nasiondis yang
mungkin timbul dalam proses demokratisasi, serta indikator demokrasi yang
digunakan oleh Freedom House daam mengkgi demokratisasi negare-negara di
dunia, maka unit andisis coverage akan digunakan untuk melihat, sebergpaluas atau
sempit cakupan pemberitaan Kompas terhadap isu demokratisasi di daerah-daerah di
Indonesia

Unit andisis ini dibag ke dadam dua sub unit andisis yakni Indikator
Demokrasi versi Freedom House dan World Audit Democracy, serta Konflik

Demokratisasi dan Sentimen Nasionaisme Shy derian.

B.1 Indikator Demokrasi versi Freedom House dan World Audit Democracy

Sub unit andisis ini, digunakan untuk melihat apakah Kompas telah berusaha

secara holistik memahami isu demokratisasi dari beragam aspek, atau sebaiknya

bertendensi mensaiansi aspek tertentu, sembari meminggrkan aspek yanglain.

-Political Rights
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Politicd Rights adaah indikator demokratisasi sebuah negara yang
digunakan untuk mengukur ketersedisan dan jaminan akan hak-hak politik warga
negara. Hak-hak politik tersebut secara spesifik dijabarkan lag menjadi Election
Rights (kepda negara atau kepaa pemerintahan dipilih meldui pemilu yangadil dan
bebas, sama halnya dengan legslatif. Dadam proses pemilu harus terjamin adanya
hukum yang adil, kesempatan kampanye yang setara, polling yang adil, dan
penghitungan surat suara yang adil dan presisi. Pemilih mampu secara bebas
menyatakan suaranya kepada caon representatif), Oppodtion and Party Rights
(Publik dihargpkan memiliki cukup pilihan untuk berafiliasi dengan parta politik
tertentu, dan tersedia sarana kompetisi di antara masing-masing parta politik.
Terjaminnya kekuatan oposisi yang memadai, kekuatan oposisi secara de facto, dan
kemungkinan yang redlistis bag oposisi untuk meningkatkan dukungan dan meraih
kekuasaan lewat pemilu. Masyarakat tidak berada di bawah dominasi militer,
kekuatan asing, parta-parta totditer, hierarki religus, oligarki ekonomi, maupun
kelompok kekuasaan lainnya), serta Minority and Ethnic Group Political Rights
(dibuka ruang-ruang bag kelompok etnis, budaya, dan minoritas untuk ambil bagan
daam proses konsensus pengambilan keputusan. Apakah pemerintah, atau kekuatan
yang berkuasa, secara sengga mengubah komposisi etnis maupun wilayah daam
rangka meruntuhkan nilai-nila budaya atau menciptakan ketidakseimbangan politis
daam rangka dukungan bag kelompok tertentu)

Jika ddam artikel Kompas menyoroti saah satu dari isu-isu tersebut di atas,
maka Kompas tengah berusaha menyoroti aspek politcal rights daam proses

demokratisasi suatu daerah.
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-Civil Liberties

Civil Liberties adalah indikator demokratisasi sebuah negara y ang digunakan
untuk mengukur jaminan akan kebebasan masyarakat sipil suatu negara. Kebebasan
sipil tersebut secara spesifik dijabarkan lag menjadi Social Equality and Cultural
Expresson (institusi religus bebas dari kontrol kdlompok kepentingan, serta ada
ekspresi religous baik publik maupun privat yang terjamin. Apakah ada kebebasan
berkumpul dan berdemonstrasi. Diskusi publik terbuka maupun diskusi privat
terjamin keamanannya. Kebebasan media, sastra, dan ekspresi seni lainnya, Apakah
ada jaminan kebebasan berpolitik bag tigp golongan masyarakat. Apakah tersedia
profesiond-profesiona bebas multi latar belakang, dan organisasi privat (termasuk
di daamnya parta politik, organisasi kemasyerakan, lembage-lembaga ad hoc, dan
sebagainya) ), Judiciary and Law Assurance ( Apakah ada sistem peradilan yang
independen. Apakah tatanan hukum berlaku bag permasaahan sipil dan krimind.
Apakah populasi masyarakat mendapat perlakuan yang setara di bawah hukum,
termasuk jaminan keamanan dan hukum bag koletkivitas multi etnis. Apakah polisi
mendapat kontrol dari masyarakat sipil. Apakah ada proteksi dari teror politis dan
pemenjaraan yang tidak adil, pengasingan maupun penyiksaan, bak dari kelompok
pendukung maupun oposan sistem. Serta bebas tidaknya masyarakat dari perang dan
situasi pemberontakan. Apakah ada kebebasan dari pemerintahan ekstrem yang
menyimpang dan korupsi), Private Economy ( Apakah ada kesempatan yang setara
untuk berbag legtimasi pemenuhan ekonomi termasuk ketergantungan dari tuan
tanah, pekerja, serikat buruh, birokrat dan berbaga rintangan lainnya, Apakah hak-
hak properti aman. Apakah masyarakat memiliki hak untuk mendirikan bisnis
privat), dan Individual Autonomy (kebebasan untuk bepergan (travel/ mobilize),

pilihan untuk bertempat tinggal, pilihan untuk mencari pekerjaan. Termasuk juga
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kebebasan dari indoktrinasi dan ketergantungan yang eksesif dari negara, kebebasan
bag kehidupan privat persona sosid, termasuk kesetaraan gender dan preferensi
seksud, pilihan untuk mencari partner menikah, dan jumlah anggota kedluarga )

Jika ddam artikel Kompas menyoroti saah satu dari isu-isu tersebut di atas,
maka Kompas tengah berusaha menyoroti aspek civil liberties dalam proses

demokratisasi suatu daerah.

-Press Freedom

Press Freedom addah indikator demokratisasi sebuah negara yang digunakan
untuk mengukur jaminan akan kebebasan pers, sebagal instrumen penting daam
mengawa proses demokrasi suatu negara. Daam mengkai kebebasan pers di 194
negara mereka menggunakan tiga indikator utama, yakni the legal environment, the
political environment, and the economic environment.

Legal Environment berfokus pada eksaminasi hukum dan regulasi yang
memungkinkan timbulnya pengaruh terhadap media, maupun kecenderungan
pemerintah untuk menggunakan hukum-hukum ini dan institusi legd daam rangka
mengekang kemampuan media untuk beroperasi. Proses eksaminasi mencakup
dampak positif dari jaminan legd konstitusiona untuk kebebasan berekspresi, aspek
negetif potensia dari keamanan legslasi, undang-undang pidana dan statuta krimina
lannya, pindti untuk pencemaran nama bak dan fitnah, kemampuan untuk
menggunakan legslasi kebebasan informasi, independensi dari badan peradilan dan
pekerja media, surat ijin usaha penerbitan maupun regulasi yang dibutuhkan untuk
menerbitkan produk media, serta kemampuan parajurndis untuk beroperasi secara

bebas.
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Political Environment, Indikator ini mengevaluasi tingkat kontrol politik
terhadap isi media Termasuk independensi editorid bak terhadap media yang
dimiliki negara maupun privat, akses terhadap informasi dan narasumber, proses
sensor baik ekstra maupun intra media, kemampuan baik wartawan loka maupun
asing untuk meiput berita secara bebas dan tanpa intimidesi, ada tidakny a detensi
dan penahanan arbitrer, kekerasan dan ancaman lainnya

Economic Environment, Indikator ini melihat struktur kepemilikan mediadan
keterikatan produk pers terhadap aspek ekonomi lainnya Sebergpa transparan dan
ada tidaknya konsentrasi kepemilikan, beragpa besar biaya yang diperlukan untuk
mendirikan media, termasuk juga ongkos produksi dan distribusi, proses seektif
menahan pengaruh iklan maupun subsidi dari pemerintah atau aktor lainny a, dampak
dari korupsi dan penyuapan terhadap konten media, sertadampak berkeanjutan dari
situasi ekonomi negara terhadap perkembangan media

Jika ddam artikel, Kompas menyoroti saah satu dari isu-isu tersebut di atas,
baik dalam wujud kritik dan evauasi, maupun observasi atas prestasi yang mungkin
telah dirah, maka Kompas tengah berusaha menyoroti aspek press freedom dalam

proses demokratisasi suatu daerah.

-Corruption

Isu korupsi dalam pendlitian ini dibatasi pada korupsi politik dan korupsi
keuangan. Kasus-kasus yang masuk ddam lingkup money corruption seperti
gatifikasi, mark up anggaran, money laundry, donasi terhadap lembage-lembaga
semu, praktik jud-bdi anggaran, anggaran pemerintah maupun parlemen yang

inakuntabel, sugp daam rangka pemenangan perkara di pengadilan, serta segda
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bentuk penyaahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki eksekutif, legslatif,

yudikatif, maupun civil society, demi menikmati uang negara y ang bukan hakny a
Jika dalam artikdl Kompas menyoroti saah satu dari isu-isu tersebut di atas,

maka Kompas tengah berusaha menyoroti aspek corruption daam proses

demokratisasi suatu daerah.

B.2 Konflik Demokratisasi dan Sentimen Nasionalisme Shyderian

Konflik menjadi salah satu implikasi tak terdakkan dadam proses
demokratisasi. Potensi konflik rawan terjadi ketika sentimen nasionaisme lahir.
Sentimen nasionaisme adaah semangat eksklusif dan memiliki otoritas otonom atas
kelompok, yang umumnya ditiupkan oleh para dit ddam masy arakat, dalam rangka
mendorong atau menolak perubahan status quo dalam masyarakat. Demokratisasi
memungkinkan sentimen ini meuas karena semangat kebebasan (berekspresi,
berpendapat, beropini, menggaang suara, dan sebagainya) yang terbuka.

Sentimen nasiondisme ini dibag menjadi empat kategori oleh Jack Snyder
(2000) berdasarkan ide-ide yang digunakan sebaga pemicu serta parameter-
parameter yang digunakan untuk mengnklusi dan mengeksklusi seseorang dari
kedlompoknya

-Nasionalisme Spil

Landasan yang digunakan sebagal acuan kelompok adaah loyditas terhadap
seperangkat ide-ide dan lembage-lembaga politik yang dianggap adil dan tangguh.
Ide-ide politik yang diyakini, serta kehadiran lembage-lembaga politik yang kuat.
Seseorang diterima atau ditolak sebagal anggota kelompok ini terutama tergantung

pada gpakah orang itu lahir atau bertempat tinggal lama di wilayah bangsa tersebut,
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atau fasih atau sefaham dengan ide-ide dan lembaga yang diyakini kelompok
tersebut.

Semangat ini misanya digunakan oleh mantan presiden Soekarno daam
menghidupkan semangat trikora guna merebut Papua la menggunakan ide-ide
saudara sebangsa dan negara kesatuan, sementara itu kekuatan militer dan politik
Indonesia cukup diperhitungkan di dunia internasiona. Kasus aktua lain misanya
nampak pasca pemilu Amerika Serikat. Pasca pemilihan Obama, pihak-pihak yang
merasa tidak puas, khususnya periha krisis ekonomi yang bdum teratasi,
mengrimkan petisi kepada Kongres dan menghidupkan kembai isu secessionism.
M omen ini dibaca oleh kaum republikan, pihak oposisi, untuk memukul belik kaum
demokrat. Sentimen ini ditiupkan karena ide politik kesgahteraan sangat penting di
masa itu, serta semangat kebebasan khas Amerika, serta ketersediaan lembage-
lembaga politik yang memadai.

-Nasionalisme SARA

Karena kurang tersedia lembage-lembags demokrasi atau pemerintahan yang
berfungsi baik untuk mendekatkan warga negara ke negara, tidak ada pilihan bag
pemimpin politik sedain menggalang kesetisan lewat ikatan-ikatan kultura. Imbauan
nasiondis didasarkan pada budaya, bahasa, agama, pengdamen bersama, mitos
nenek-moy ang bersama, dan mereka menggunakan semua wawasan tersebut sebaga
kriteria untuk menerima atau menolak seseorang sebaga anggota kelompok
nasionalis tersebut.

Semangat  politik massa ini masih kental terasa di Indonesia Beragam
identitas SARA digunakan sebagal pemicu semangat eksklusivitas kelompok, hingga
berujung konflik, dan akhirnya menutupi kepentingan politik yang mungn bermain

di ddamnya Kerusuhan Sampit, Poso, Ahmadiy ah di Jawa Barat, dan sebagainya
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Sentimen ini ternyata masih menjadi favorit para dit ddam kampanye
mereka. Sebagal contoh pasangan Foke-Nara dalam pilkada DK Jakarta yang sering
menggunakan politik identitas kaum Betawi, dan isu sektarian. Sementara Rhoma
Irama yang sedang bersemangat untuk mencalonkan diri sebagai presiden daam
pemilu 2014, juga menggunakan semanget nasiondisme SARA dengan retorikanya

"di Indonesia seharusny a may oritas y ang berkuasa.”

-Nasionalisme Revolusioner

Daam pembangunan yang terbelakang, lembage-lembaga untuk peran serta
yang demokratis bisa tertinggal dibandingkan dengan tuntutan penduduk yang telah
tergugah secara politis. Ide-ide politis menyadarkan rakyat akan hargpan kehidupan
sosid politik yang lebih bak, yang tidak mampu ditunjang oleh lembags-lembaga
politik yang ada. Hargpan ini meahirkan tuntutan revolusioner untuk merubah rezim
yangtelah ada, keluar dari rezim, maupun melahirkan tatanan baru.

Nasiondisme revolusioner ini kini menjadi retorike populer negarse-nergara
yang sedang terjerat krisis. Rezim yang berkuasa dijadikan kambing hitam sebagai
rezim yang tak mampu menyegahterakan rakyat, dan kaum it menawarkan
dternatif sebuah janji revolusi untuk merubah rezim. Ha ini nampak dalam proses
pemilu di negara-negara Asia Timur, seperti proses pemilihan Shinzo Abe di Jepang

Di Indonesia, sentimen ini nampak dalam kasus Papua. Demokratisasi yang
memberi akses informasi dan pengetahuan kepada masy arakat Papua, meny adarkan
mereka akan kesenjangan ekonomi dan betapa tertinggalny a kesgahteraan pribumi.
Scbagan dari rakyat Papua mengnginkan revolusi, menuntut pelepasan diri dari

rezim Indonesia (yang dianggap rezim Jawal Jakarta) dan menjadi negara merdeka
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-Nasionalisme Kontra-Revolusioner

Nasiondisme kontra revolusioner adaah semangat eksklusivitas yang
digdang dit, maupun kelompok dit yang menolak perubahan status quo yang
mungkin terjadi sebagai ekses demokratisasi.

Sentimen ini nampak daam usaha para mantan diktator Timur Tengah yang
menolak mati-matian revolusi demokratisasi di negara mereka, dan mendorong

semangat bela negara bag para pendukung rezim untuk menentang oposisi.

Sekdipun terbag menjadi empat kategori, Snyder sendiri mengungkapkan
bahwa garis pembatas di antara keempatnya sangatlah tipis. Bukan tidak mungkin
ddam sau peristiwa, terjadi sding tumpang tindih di antara keempat sentimen
tersebut.

Sebagal contoh, dadam kasus Papua, sentimen nasionalisme yang ada bisa
dilihat sebagai sentimen nasionalisme sipil, di mana semangat NKRI dipertahankan,
dan retorika penghargaan akan kebhinnekaan menjadi keniscay aan. Ketikaisu yang
diangkat adalah seputar kekerasan yang dilakukan persond militer, atau semanget
primordid masyarakat papua, maka sentimen nasiondisme SARA yang lebih
menonjol. Ketika isu separatis menjadi topik utamadan yang disorot adalah aktivitas
Organisasi Pgpua Merdeka serta pergerakannya, maka sentimen nasiondisme
revolusioner lebih terasa

Justru ha ini menarik untuk ditditi karena kita bisa melihat isu sentimen
nasionadisme mana yang lebih sering dibingka dalam artikel demokratisasi yang
diturunkan Kompas. Apakah ada kecenderungan untuk melihat isu sentimen

nasionalisme dalam proses demokratisasi suatu wilay ah dari sudut pandang tertentu?
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-Tidak ada ulasan
Jika Kompas sama sekai tidak membahas permasdahan yang potensia

memicu konflik berdasarkan sentimen nasiondisme di atas

C. Pandangan Media/ Fungsi Deliberatif
C.1. Konklusi dan Sdliansi Isu

Sub unit andisis ini merupakan bentuk spesifik dan pengerucutan dari unit
andisis Coverage sebelumnya Secara umum unit andisis Coverage ingn melihat
luas sempitnya cakupan isu demokrasi yang diberitakan oleh Kompas, sedangkan
sub unit andisis ini lebih cenderung melihat bagaimana isu yang umum tersebut,
diprevaensikan sehingga menjadi konklusi besar isu demokratisasi di Indonesia

Dadam mencapa konklusi, tentu melibatkan proses eksklusi dan sdiansi.
Dengan metode andisis isi yang saya pilih, saya tidak akan berkutat untuk
menemukan hidden agenda di baik proses eksklusi dan sdiansi (yang
dimungkinkan oleh metode framing atau CDA). Sgya lebih berusaha melihat
bagaimana isu demokrasi yang plurad dan beragam, dipilah dan dipilih berdasarkan
tingkat kepentingannya untuk diberitakan, (yang tentu sga meibatkan proses
redefinisi dari Kompas) sehingga kemudian menjadi sebuah konklusi yang prevaen
mengenal isu demokratisasi di Indonesia

Temuan nantinya juga akan digunakan untuk melihat aktudisasi pers

ddam menjaankan peran deliberatifnya sebaga ruang publik. M edia sebagai ruang
publik, mengangkat isu-isu demokratisasi dari masyarakat, kemudian dikemas
seperti nampak daam pemberitaan, dan representasi isu itulah yang akan ditangkap
oleh state maupun otoritas terkait untuk kemudian direspon, dan siklus ini berulang

lag terus menerus. Isu demokratisasi gpakah yang oleh Kompas didefinisikan paling
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krusid sehingga paing sering untuk dibahas, isu itulah yang akan mendapat respon
signifikan. Pertanyaannya adalah, isu apa sga yang mungkin dirasa penting bag
Kompas dadam proses demokratisasi di Indonesiar

Saya berusaha untuk menyusun isu-isu yang dirasa krusiad daam
pemberitaan mengenai demokrasi. Isu-isu ini disusun berdasarkan studi literatur
ddam kerangka teori mengena demokrasi yang dipaparkan daam sub bab kerangka
teori sebdumnya Secara sederhana, konklusi isu ini nantinya akan ditemukan dari

ide utamadari setigp artikd yangditurunkan.

-Sstem Kepartaian, Pilkada, Korupsi

Yang menjadi isu utama yang diangkat addah permasalahan seputar sistem
kepartaian. Seperti pendanaan parta dan akuntabilitas, kodisi dan oposisiond,
ideolog kepartaian, kaderisasi, hierarki kepartaian, dite parta, hegemoni parta di
wilay ah tertentu, dan sebagainy a

SHan itu permasdahan pilkada (pemilihan kepaa daerah), serta sistem
pelaksanaan pilkada langsung termasuk daam indikator ini. Ha ini dikarenakan
pilkada erat kaitannya dengan sistem kepartaian. Sangat jarang pemimpin daerah
muncul dari golongan independen. Sedangkan dimasukannya korupsi karena
pengelolaan parta dan usaha suksesi pilkada rentan dari bahaya korupsi. Parta,

Pilkada, dan korupsi saling berkelindan dalam peaksanaan politik praktis di daerah.

- Otonomi Daerah, Redistribusi SDA, dan Pemekaran
Litvack & Seddon (1999, dim Imawan, 2007 : 61) mengartikan desentralisasi
sebaga the transfer of authority and responsibility for publik from the central

government to subordinate or quasi-independent government organization, or the
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private sector. Desentrdisasi merupakan sdah satu manifestasi tujuan politik
demokratisasi. Hubungan erat desentradisasi dengan demokratisasi ditegaskan
Samued Huntington (1996) yang menegaskan bahwa desentrdisasi sebenarnya
merupakan salah satu wujud dari adany agdombang demokratisasi ketiga

Desentralisasi dadam rangka demokratisasi politik dan kekuasaan, merupakan
sdah satu upaya terwujudnya good governance. 9 karakteristik good governance
yang digukan UNDP adaah participation (partisipasi), rule of law (supremasi
hukum), transparency (transparansi), responsiveness (daya tangggp), consencus
orientation (berorientasi pada konsensus), equity (kesetaraan), effectiveness and
efficiency (efektifitas dan efisiensi), accountability (akuntabilitas), dan strategic
vision (visi strategs).

Otonomi dan pemerintahan daerah di Indonesia yang lahir pasca reformasi,
dan mendapatkan legtimasinya lewat UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, merupakan sdah satu upaya demokratisasi politik demi
mencapa good governance. Usaha Kompas untuk menyoroti sebergpa jauh upaya
pencapaian masing-masing indikator good governance telah dilaksanakan oleh
masing-masing daerah akan menjadi pertimbangan indikator ini.

Sain itu ddam peaksanaan Otonomi Daerah, konflik antara pemerintah
daerah-dan pemerintah pusat sering terjadi. Sdlain kewenangan administratif, konflik
yang umum meruyak adaah permasalahan redistribusi SDA (Sumber Daya Alam).
Muncul anggepan bahwa kekayaan adam di daerah dih-dih digunakan untuk
meny gahterakan masyarakat loka, keuntungannya lebih banyak mengdir ke
kantong pemerintah pusat di Jakarta. Sdain itu konsesi lahan juga sering dipraktikan
“rge-rga kecil” di daerah dadam rangka pemenangan proses pemilu, mengakibatkan

redistribusi SDA yangtidak bisa dirasakan oleh warga sekitar.
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Populernya wacana Otonomi Daerah, berpengaruh pula terhadap isu
pemekaran. Terdapat lebih dari 300 usulen pembentukan daerah otonom baru (DOB)
yang diterima pemerintah dan DPR. M enurut Wakil KetuaKomisi I| DPR A, Hakam
Nga, hampir setigp bulan ada usulan pembentukan DOB (Kompas, 20/11/2012).
Sayangnya banyak pengamat menemukan bahwa praktik otonomi daerah hanya
melahirkan rgja kecil-rga kecil baru di daerah. Sdan kontrol pusat yang melemah,
pemekaran wilay ah tidak langsung berakibat pada peny gahteraan masy arakat, tetapi
hanya memenuhi aspirasi dan kepentingan dite politik loka. Pemekaran justru getol
diperjuangkan kelompok dlit, termasuk para oportunis proyek dan politik dagang
sapi, karena kepentingan bermain aas nama pemekaran.

Usaha Kompas untuk mengevauasi proses Otonomi Daerah, Redistribusi
DA, Pemekaran wilayah berdasarkan prinsip-prinsip demokratisasi maupun good

governance menjadi pertimbangan indikator ini.

-Oligarki Kekuasaan, Eksesifitas Elite

Elite pemerintah yang memimpin suatu wilay ah, memiliki kewenangan yang
besar. Yang termasuk dalam kategori elite pemerintah di sini antara lan Gubernur
incumbent, Walikotal Bupati, camat dan lurah. Isu oligarki adaah pengdompokkan
kekuasaan (power) ke dalam satu lingkaran eksklusif, baik kelompok bisnis / usaha,
golongan maupun kekerabatan, sehingga membentuk suatu dinasti kekuasaan
dimana kekuasaan tersentrdisasi, massif, dan berjarak dari masyarakat yang
dipimpinnya. Kekuasaan ini menjadi eksesif dan memungkinkan penyaahgunaan

penergpannyaoleh dite.

- Kewajiban dan Hak-Hak Politik Masyar akat
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Indikator ini diderivasikan khususnya dari parameter political rights
demokrasi yang dipaparkan sebedumnya. Indikator ini akan melihat hak —hak dan
kewgiban eektord masyarakat, tanpa terldu banyak berbicara mengena proses
peny denggaraan pemilu, karena telah diskomodasi oleh indikator lainny a.

Pilihan untuk golput (tidak mencoblos), akses masyarakat untuk
berpartisipasi ddam parpol, hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas
mengenal  proses penydenggaraan pemilu, hak kaum minoritas (perempuan,
transgender, dan sebagainyad untuk berkiprah dadam politik praktis, proses
ideologsasi politik terhadap masyarakat bak koersif maupun edukatif, hak oposisi
politik masyarakat, hak untuk berdemonstrasi, hak untuk menuntut proses regulasi
ulang perdayangtidak konstruktif, dan sebagainy a

Indikator ini lebih merupakan indikator evaluatif terhadap ketersediaan
maupun ketidaktersediaan jaminan terhadgp hak-hak politik masyarakat. Serta
keterlaksanaan, maupun ketidakterlaksanaan kewgjiban politik masy arakat. Indikator
yang menyoroti proses ekstrapolitik praktis akar rumput dalam rangka memengaruhi
proses pengambilan kebijakan secara mandiri dan independen, diakomodasi oleh

indikator selanjutny a.

-Progresivitas Akar Rumput

Akar rumput (grass roots) adaah personifikasi dari masyarakat sipil yang
berada ddam stratifikesi terendah sistem politik karena sifatnya yang paing
“powerless’. Padaha secara ided, bak teoritis maupun pragmatis, rekyat dan
masyarakat sipil lah yang pding "powerful” dan menjadi penentu setigp kebijakan

politik.

58



Isu Progresivitas Akar Rumput adalah proses Kompas menyoroti dinamika
dan pergerakan-pergerakan progesif yang dinisiasi secara swadaya dengan inisiatif
mandiri oleh masyarakat sipil, daam rangka memengaruhi proses pengambilan
kebijakan, maupun menciptakan social order dan social life yang lebih bak. Dari,
oleh, dan untuk masyarakat tanpa perlu berpangku tangan menunggu gerak tanggap
pemerintah.

- Diseminasi Ruang-Ruang Publik

Kehadiran ruang publik adadah sadah satu manifestasi kedaulatan rakyat
seperti yang diagungkan sistem demokrasi. Seperti dipahami oleh Habermas,
Offentlichkeit ( publik sphere/ ruang publik ) adalah keadaan dapa diskses oleh
semua orang. Ciri inklusif dan terbuka ini, menunjukkan bahwa ruang publik tidak
bisa dibatasi hanya oleh sekat fisik maupun institusi belaka Sebalikny aruang publik
politis tidak lan daripada hakika kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya
sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari para
warga negara dapat berlangsung. Konsolidasi atasnya memungkinkan kukuhnya
solidaritas warga sebagal bentuk resistensi terhadap sumber-sumber lain ( pasar dan
negara ).

Diseminasi ruang publik menjadi penting, karena semakin beragam ruang
publik yang muncul dadam masyarakat, semakin terjamin pula diversifikasi opini
yang akan memperkay a sistem demokrasi, serta kontrol yang semakin kuat dari civil
society terhadap proses regulatif negara, dan mainstream pasar/ kapital.

Rapat-rgpat rutin informd di tingkat RT, diskusi berkaa mahasiswa, orasi
budaya yang digdar LSM maupun komunitas budaya, seminar-seminar anti
kekerasan dan diskriminasi gender, diskusi warung kopi, perkdasan informa, dan

sebaganya, sdama berussha membangun  sebuah  diskursus  praktis,
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mempertany akan-mengevauasi-mendekonstruksi  klam-klam  ketepatan  yang

dibangun oleh sistem ( pasar dan negara ) menjamin terjadiny aruang publik

- Penguatan Pluralisme, Multikulturalisme, HAM, dan kesetaraan sosial

Demokrasi tumbuh berakar dari kebebasan. Bak sgak Herodotus maupun
Pericles mendefinisikan kebebasan da Yunani kuno, maupun hingga para pemikir
humanis mendekonstruksi kebebasan yang memanusiakan. Demokrasi memuliakan
kebebasan individu. Secare sederhana, individu yang tidak bebas, tidak dapat
berdemokrasi

Sdan itu demokrasi membuka ruang ruang seluas-luasnya bag masing-
masing locus masyarakat untuk berpartisipasi daam proses politik dan penentuan
kebijakan. Dalam sebuah kelompok masyarakat yang plurd, yang belum sigp untuk
berkonfrontasi dengan perbedaan yang dibawa oleh komunitas lain, terutama ketika
perbedaan ini menentukan sebuah putusan kebijakan yang berpengaruh pula bag
hidup mereka, sentimen dan konflik adalah sebuah keniscay aan.

Di lain pihak dit yang tak ingn status quo terusik akibat rotasi kekuasaan
sebaga syarat mutlak demokrasi, berpotensi menciptakan pemerintahan diktator
tangan besi yang pada akhirnya memberangus hak-hak asasi manusia, khususnya
kebebasan berserikat & berpendapat. Konflik HAM terjadi.

Kebebasan seharusnya juga menjamin  kesetaraan warga masy arakat.
Masyarakat bebas untuk memeluk agama dan mengekspresikannya, termasuk
kebebasan untuk menolaknya Hak-hak minoritas dilindung. M asy arakat berhak atas
pendidikan layak, pekerjaan, dan kesehatan yang nir diskriminasi. M asy arakat bebas

untuk memilih partner hidup dan preferensi seksua. Sama halnya identitas gender
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maupun orientasi seksua seharusnya tidak menjadi pembeda hak sosid-politik
seseorang.

Jika isu-isu tersebut di atas menjadi ide utama artikel, maka Kompas tengah
menyorot permasaahan pluraisme, multikulturadisme, HAM, dan kesetaraan sosid
daam proses demokratisasi di Indonesia Ruang lingkup indikator ini dibatasi hanya
pada dimensi penguatan. Artinya indikator ini mengskomodasi perjuangan-
pejuangan LSM, komunitas, maupun individu daam menegekkan semangat
plurdisme, multikulturdisme, HAM, dan kesetaraan sosid di daerah-daerah di

Indonesie.

- Konflik Sosial dan Sentimen Nasionalis Shyderian

Indikator konflik nampaknya adalah yang paing manifes di antara indikator
lannya Seperti tedah diperjdas ddam kerangka teoritik Sentimen Nasiondis
Sy derian sebelumny a, bahwa proses demokratisasi cenderung sarat konflik.

Indikator ini mencakup segda macam bentuk konflik sosid, bak horizonta
maupun vertikal, dengan ruang lingkup yang beragam (sektarian, agraria, politik,
ideologs, militer-polri, antar golongan, dsb) serta bentuk-bentuk sentimen nasionalis
seperti yang dipapakan di papaan mengena sentimen Nasiondis Snyderian
sebelumny a.

Jika sebelumnya indikator Penguatan plurdisme, multikulturaisme, Ham,
dan kesetaraan sosiad, berusaha mdihat perjuangan-perjuangan  menegakkan
semangat tersebut, maka indikator ini lebih menyoroti konflik-konflik yang timbul
sebagal bentuk resistensi maupun represi terhadap semangat-semangeat tersebut.

Indikator ini akan lebih bertendensi untuk menyorot konflik fisik, maupun

konflik laten yangberpotensi memicu ketegangan fisik antar elemen masy arakat.
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-Pers

Isu pers di daerah tentu tidak luput dari permasalahan demokratisasi.
Mengngat tidak sedikit pers-pers daerah yang dimiliki dan menjadi bagan dari
emperium pers Jakarta Tentu menarik melihat bagaimana pers yang demikian
berusaha menyoroti permasdahan lokditas dengan kemudi dari pusat. Segda
permasdahan pers, isu kepemilikan, konvergensi, intimidasi terhadap kebebasan
pers, inkompetensi wartavan, kontestasi ideologs, kapabilitas dadam
memberdayakan pilar-pilar demokrasi di daerah, keberpihakan terhadap dlite,
keberpihakan terhadap masyarakat, dan sebagainya, menjadi pertimbangan daam
indikator ini.

- DIl

Indikator ini mewadahi isu-isu lain yang mungkin muncul, di luar kedelapan

indikator di atas.

C.2Kritik dan Evaluasi Terhadap Proses Demokratisasi

M edia sebaga ruang publik adaah medan diskursus praktis antara masing-
masing anggota komunitas demokratis. Artinya ia addah entitas yang tidak bebas
nilai. la menciptakan medan demokrasi ddiberatif, namun ia juga harus proaktif
mengawal proses demokrasi itu sendiri. la mengevauasi proses demokrasi untuk
kemudian diwacanakan daam siklus diskursus praktis y ang berulang.

Kritik addah satu bentuk evauasi. Kritik dan evauasi tersebut dibag ke

dalam 2 indikator

- Ada kritik
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Kompas menygikan kritik jika ia mengevduasi, mengdentifikasi
permasdahan-permasdahan yang menonjol dalam proses demokratisasi wilayah
tertentu, untuk kemudian didaborasi sembari menygikan dternatif-aternatif
penyedesaian atau solusi. Kompas tidak hanya menygjikan kekurangan dari proses
demokratisasi yang tengah berlangsung, namun juga mengulas aspek-aspek positif
yang distingtif ada di wilayah tersebut, untuk terus dipertahankan atau

dikembangkan menjadi semakin balk.

-Tidak ada kritik

Indikator ini muncul jika di ddam artikd, Kompas tidak menygikan
gaborasi  lebih lanjut mengena pemasdahan yang diangkat. Semata
mendeskripsikan bahwa permasalahan itu ada, tanpa memberikan kritik maupun
solusi dternatif. Hal ini mungkin terjadi mengngat sgarah Kompas yang pernah
oleh Rosihan Anwar dijuluki sebaga ”jurndisme kepiting’, berusaha untuk terus
mengambil jarak dengan objek pemberitaan dan tidak tendensius.

Fakta psikologs dari narasumber hanya digunakan sebaga proses affirmasi.
Tidak ada pemilihan narasumber ahli yang akan memberikan pandangan evauatif

maupun dternatif terhadap isu yang diangkat.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Teknik Penélitian
Pendliti menggunakan metode andisis isi ddam penditian ini karena andisis
isi merupakan sebuah metode yang sdah satu tujuannya adaah menggambarkan

karakteristik pesan-pesan ddam ranah publik meldui perantaraan teks (Frey et d.,
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1991:212). Ditunjang pula dengan kelebihan-keebihan yang dimiliki oleh andisis
isi, yatu :

1.andlisis isi merupakan metode yangtidak mencolok (unobtrusive)

2.andlisis isi menerima bahan yangtidak terstruktur

3.andisis isi peka terhadap konteks, sehingga dapat memproses bentuk-
bentuk simbolik

4.andisis isi dapat mengetasi datadaam jumlah besar.

(Krippendorff, 1993:34)

Berbaga pendapat dilontarkan oleh para ahli untuk mendefinisikan andisis
isi. Menurut pendapat Krippendorff, andisis isi merupakan suatu teknik penelitian
untuk membuat inferensi-inferensi (kesimpulan) yang dapat ditiru (replicable) dan
sahih data dengan memperhatikan konteksnya. (Krippendorff, 1993:15). Sedangkan
Berdson (1952) mendefinisikan andisis isi sebaga teknik penditian untuk
mendeskripsikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif isi komunikasi yang
tampak (manifest). (ddam Krippendorff, 1993:16). Hal tersebut senada dengan apa
yang diungkapkan oleh Sonedkk.(1966) yang juga mendefinisikan analisis isi
sebagal teknik analisis untuk menarik inferensi dengan mengdentifikasi karakteristik
tertentu daam sebuah teks secara sistematik dan objektif. (ddam Frey,et.al,
1991:212).

Sadangkan  Kerlinger (2000) memberikan definisi  andlisis isi dengan
meny ebutkan tiga konsep yang memerlukan eaborasi, yaitu :

1.Sstematis

Dimana pendliti harus menggunakan prosedur dan aturan yang sama untuk

mengandisis semuadatadalam pendlitian.

2 Objektif
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M enekankan pada hasil yang sama gpabila pendlitian tersebut dilakukan
kembai oleh penditi yang lain. Kerlinger lebih menekankan pada penentuan unit
andisis dan definisi operasiona penditian.

3.Kuantitatif

Penghitungan penting daam andisis isi karena akan membantu pendliti
untuk mencapa keakuratan hasil penditian, sesua dengan tujuan dari andisis isi
yaitu representasi yang akurat dari isi sebuah teks.

(Wimmer&Dominick,,2003:141)

Analisis isi menurut John Fiske (1990) didesain untuk menghasilkan sebuah
perhitungan terhadap isi pesan yang tampak (manifest) secara objektif, terukur dan
dapa diverifikasi. Untuk itu, andisis isi akan mencapa hasil yang lebih akurat
gpabila digunakan untuk mengukur data dengan skaa besar, dengan unit andisis gpa
sga yang diingnkan oleh pendliti sdama unit andisis tersebut teridentifikasi dan
muncul secara berkala. Hd tersebut diperlukan untuk menjaga validitas perhitungan

statistik yang nantiny a dilakukan oleh pendliti. (Fiske, 1990:136)

[.7.2 Teknik Andisis

Penditian ini merupakan penditian deskriptif, yang bertujuan untuk
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktua, dan akurat
mengenal  fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang ditditi
(Nazir,1988:63). Pendliti berussha mendeskripsikan kecenderungan pemberitaan
konsolidasi demokrasi di daerah oleh surat kabar harian Kompas, ddam rentang
waktu Januari 2011, hingga Juni 2012.

Proses deskripsi terbag ke daam duatahap. Deskripsi kuantitatif, yang akan

meny gikan hasil olahan kuantifikasi temuan data dalam wujud distribusi frekuensi,
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cross tab, dan tabulasi data. Proses ini akan meny gikan secara telanjang dan litera
hasil olahan teks beritayang dilakukan oleh penditi.

SHanjutnya data akan diolah secara kuditatif dengan kgian pustaka dan
kerangka teoritis yang telah disigpkan, untuk menjawab rumusan masadah idedisasi
kecenderungan pemberitaan yang dikomparasikan dengan temuan manifes
pendlitian. Berbeda dari sifat deskriptif kuantitatif di tahap pertama, padatahap ini,
hasil olahan tidak akan bebas nila dan akan banyak diisi oleh argumentasi dan
elaborasi pendliti, berbasis pada kerangka teori dan kgian pustaka sebagal data
sekunder. Hasil olahan kemudian dideskripsikan secara kuditatif, demi mendapatkan

sifat kedalaman.

1.7.3 Populasi dan Sampe

Populasi dari penditian ini addah media Surat Kabar Harian Kompas,
periode Januari 2011-Juni 2012, yang berjumlah kurang lebih 540 edisi harian.
Sedangkan untuk penarikan sampelnya, menggunakan sdah satu metode non
probabilitas yakni purposive sampling. Sampe purposif adalah teknik pengambilan
sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti. Sesua dengan
namanyg, penditi secara sengga mengambil sampel dengan argumentasi yang bisa
dipertanggungawabkan secara ilmiah (Eriyanto, 2007: 250). Teknik sampée ini
membawa sifat metode non probabilitas, yakni konklusi dari hasil penditian
terhadap sampd, tidak membawa sifat generaisasi.

Secara purposif, penditi memilih Kompas karena Kompas menjadi yang
pertama (dan hingga skripsi ini selesa ditulis) menjadi satu-satunya yang secara

komprehensif, menygikan tulisan mengenai proses demokratisasi di tigp-tiap
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provinsi di Indonesia. Rubrik “Konsolidasi Demokrasi”, addah rubrik suplementasi,
yang diturunkan setigp bulan, di haaman 4 atau 5, bersame-sama dengan berite-
berita lainnya di rubrik politik dan hukum. Rubrik konsolidasi demokrasi ini
diturunkan setigp bulan, ddam format serid. Satu fokus daerah per bulan. 7 hingga 9
artikel setigp satu fokus daerahnya

Saya membag timeframe penditian dari Januari 2011 (segak rubrik
konsolidasi demokrasi pertama kai dimula) hingga Juni 2012. Pertimbangan yang
diambil ada dua Pertama, pertimbangan sample purposif. Dadam jangka waktu
timeframe tersebut (18bulan) berarti telah 18 provinsi tercakup dalam pemberitaan.
50% lebih dari totd provinsi di Indonesia Saya yakin kecenderungan yang
didapatkan tidak akan jauh berbeda ke depannya jika liputan konsolidasi demokrasi
diteruskan.

Kedua, addah pertimbangan pragmatis penditi. Juni 2012 saya tdah
memulal proses penyusunan proposal penditian. Saya memutuskan untuk mulai
mengumpulkan artikel agar proses peny usunan bisa segere dimulai.

Dadam timeframe 18 bulan tersebut dan proses sampling purposif terhadap
rubric “konsolidasi demokrasi”, didapatkan 117 artikel yang sdanjutnya akan

menjadi dataprimer pendlitian.

|.8 Sistematik a Penyajian

Laporan hasil penditian ini terbag ddam empat bab besar. Bab yang
pertama merupakan latar belakang pengambilan topik penditian beserta penjelasan
mengenal teori yang digunakan. Dalam bab ini pula, pendliti menentukan ha-hal apa

sga yang menjadi fokus kgian ddam meihat pemberitaan mengenal konsolidasi
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demokrasi di daerah-daerah di Indonesia, pada rentang waktu 1, 5 tahun terhitung
mulai Januari 2011 hingga Juni 2012.

Penjelasan mengena obyek penditian akan dijelaskan pada bab dua Daam
pendlitian ini, artike-artike berita yang bersumber dari Surat Kabar Harian Kompas
akan menjadi objek penditian. Pada bab Il ini pula akan dijelaskan sgarah dan ha
umum lainnya tentang perusahaan media tersebut beserta aritikel-artikel berita yang
akan ditdliti.

Bab Il a&an berisi andisis data, yaitu hasil pengkodingan yang dilakukan
oleh coder dan pendliti, uji reliabilitas, dan juga mengaitkan hasil pendlitian dengan
teori yang telah dipilih untuk digunakan. M ddui hasil analisis yang terdapa pada
bab Il inilah, akan diketahui kecenderungan pemberitaan mengena proses
demokratisasi di Indonesie. Hasil andisis kemudian akan secara suby ektif diandisis
oleh penditi dikaitkan dengan kerangka teori yang tercantum pada bab I, untuk
melihat gpakah hasil temuan data telah menunjukkan performa ided pers daam
mengawa proses demokratisasi.

Bab empat addah bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.
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